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ABSTRAK 
 
Analisis Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal 
Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 
2007-2011 
 
 
Muh. Zulkifli 
Abd. Hamid Paddu 
Indraswati Tri Abdi Reviane 
 
Pelaksanaan desentralisasi fiskal selain memberikan kewenangan pada 
pemerintah daerah juga mempengaruhi kemampuan daerah untuk memenuhi 
kepentingan publik sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
Pertumbuhan Ekonomi, Kemandirian Fiskal, dan Ketergantungan Fiskal terhadap 
Alokasi Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 24 kabupaten/kota di 
Sulawesi Selatan yang bersumber dari laporan realisasi anggaran pendapatan 
dan belanja daerah (APBD) dari tahun 2007-2011. Metode analisisnya 
menggunakan analisis regresi linear berganda dengan panel data (Pooled Least 
Square).  
 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya Ketergantungan Fiskal yang 
berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal sedangkan Pertumbuhan 
Ekonomi dan Kemandirian Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi 
belanja modal.  
 
Kata Kunci : APBD, Pertumbuhan Ekonomi, Kemandirian Fiskal, Ketergantungan 
Fiskal 
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ABSTRACT 
 
 
Analysis of Influential Factors Against Capital Expenditure Allocation 
District / Municipality in South Sulawesi Province Period 2007-2011 
 
 
Muh. Zulkifli 
Abd. Hamid paddu 
Indraswati Tri Abdi Reviane 
 
Implementation of fiscal decentralization in addition to giving authority to local 
governments also affect the region's ability to meet the public interest that this 
study aims to examine the effect of Economic Growth, Fiscal Autonomy and 
Fiscal Dependence on Capital Expenditure Allocation in the district / city in the 
province of South Sulawesi. 
 
The data used in this study is the data 24 districts / cities in South Sulawesi from 
the reports on the realization of the budget revenue and expenditure (budget) 
from the year 2007 to 2011. Methods of analysis using multiple linear regression 
analysis with the data panel (Pooled Least Square). 
  
The test results showed that the only significant effect Fiscal Dependence on 
capital expenditure while the Economic Growth and Fiscal Independence of no 
significant effect on the allocation of capital expenditures. 
 
Keywords: Budget, Economic Growth, Fiscal Independence, Fiscal Dependence 
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BAB I 
 PENDAHULUAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG   
Pemerintah melakukan reformasi di bidang Pemerintah Daerah dan 
Pengelolaan Keuangan pada tahun 1999. Pelaksanaan reformasi tersebut 
diperkuat dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 
32 Tahun 2004) dan UU No. 25 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 33 Tahun 
2004). Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan 
pembentukan daerah dari negara kesatuan republik Indonesia yang bersifat 
otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu 
bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana pemerintah daerah 
mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor 
keuangan maupun dari sektor nonkeuangan.  
Dan dengan berlakunya Undang-undang ini pula, pemerintah daerah 
mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-
sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat yang berkembang didaerah. UU tersebut memberikan penegasan 
bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke 
dalam belanja modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan 
kemampuan daerah. Tantangan yang dihadapi suatu daerah terutama untuk 
daerah otonom yang baru adalah peningkatan pendapatan daerah dan 
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kemandirian dalam pembangunan dengan kendala ketersediaan sumber daya di 
daerah yang terbatas. Dengan demikian penentuan kebijakan dan strategi 
pembangunan ekonomi yang tepat sangatlah diperlukan. Arah penentu kebijakan 
dan strategi tersebut adalah tercapainya kriteria – kriteria prioritas pembangunan 
salah satunya berupa peningkatan investasi disuatu daerah, dengan 
meningkatnya investasi maka dampaknya akan mendorong pertumbuhan pada 
segala sektor dan akan memicu peningkatan pertumbuhan suatu daerah. 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah menyusun 
anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai 
aktivitasnya. Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan 
rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka 
rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu (Ghozali, 1993). Anggaran dalam 
Pemerintah Daerah biasa disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah 
baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan 
harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008). APBD merupakan satu 
kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan 
daerah. 
Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam organisasi 
sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian 
anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. 
Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat 
mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat 
produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang 
dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh 
kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian 
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pelayanan umum (Kawedar dkk, 2008). Selama ini, pemerintah daerah lebih 
banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi 
daripada belanja modal. 
Belanja modal itu sendiri diartikan sebagai bentuk belanja pemerintah 
daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah 
aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang 
bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi 
umum. Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila: 1) 
Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset 
lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas; 2) Pengeluaran 
tersebut melebihi batasan minimum kapatalisasi aset atau lainnya yang telah 
ditetapkan pemerintah; 3) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk 
dijual. Sayang tidak diketahui dan dijelaskan cara mengetahui niat bukan untuk 
dijual atau untuk dijual. 
Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk alokasi belanja 
modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini 
didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh 
karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah 
daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah 
lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih 
(2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk 
hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan 
pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) 
menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk 
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program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya 
mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. 
Infrastuktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak 
pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka 
masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman 
yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, 
dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk 
membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka 
akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat 
meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan Pendapatan asli 
daerah (Sukirno,2000). 
Selain itu pula peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki 
melalui perbaikan  manajemen  kualitas jasa (service quality management), yakni 
upaya meminimasi kesenjangan (gap) antara tingkat layanan dengan dengan 
harapan konsumen (Bastian, 2006). Dengan demikian, pemerintah daerah harus 
mampu mengalokasikan alokasi belanja modal dengan baik karena belanja 
modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan 
pelayanan kepada publik. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja 
modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap 
pengalokasian belanja modal, seperti pajak daerah, retribusi daerah (PAD), ana 
alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). 
Dalam mengelola keuangannya, pemerintah daerah harus dapat 
menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari 
sektor Pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan 
sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri 
berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak 
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daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 
dan lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah (Kawedar, 2008), dan 
peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah 
daerah sehingga kualitaspelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi 
adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan alokasi 
belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah 
tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya. 
Selain itu pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta 
sumber daya manusia. Pengalihan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah 
daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari dana 
alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan dana alokasi khusus (DAK). 
Hal ini setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam 
mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara 
satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi 
ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari 
APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. 
Berdasarkan  latar belakang diatas, dimana belanja modal  merupakan 
bentuk pengeluaran pemerintah yang seharusnya memiliki pengaruh yang 
sangat besar terhadap ketersediaan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat 
maka yang menjadi fokus dari tulisan ini adalah faktor alokasi belanja modal 
pemerintah daerah dengan mengangkat Judul “ Analisis Faktor Yang 
Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota 
Di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2007-2011”  
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1.2 RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumuskan masalah 
penelitian yang akan dibahas sebagai berikut : 
1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap alokasi belanja 
modal pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan.  
 
2. Apakah kemandirian fiskal berpengaruh terhadap alokasi belanja 
modal pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
3. Apakah ketergantungan fiskal berpengaruh terhadap alokasi belanja 
modal pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian        
1.3.1 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh 
terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
 
2. Untuk mengetahui apakah kemandirian fiskal daerah berpengaruh 
terhadap belanja modal pemerintah daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
 
3. Untuk mengetahui apakah ketergantungan fiskal daerah berpengaruh 
terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi semua pihak diantara: 
1. Bagi peneliti, penelitian ini untuk menambah wawasan penelitian yang 
berhubungan dengan alokasi belanja modal pemerintah daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Bagi pemerintah daerah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 
digunakan sebagai masukan berupa bukti empiris tentang faktor apa 
yang berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemrintah daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
3. Bagi calon peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
salah satu referensi untuk melakukan penelitian sejenis lainnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
  
2.1 Tinjauan Teoritis  
2.1.1 Kebijakan Fiskal 
Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen dari kebijakan 
makroekonomi. Kebijakan makroekonomi tersebut adalah kebijakan yang 
bertujuan untuk mencapai output yang tinggi dengan laju pertumbuhan yang 
cepat, kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas harga, serta keseimbangan dalam 
neraca pembayaran. Apabila dibandingkan dengan kebijakan moneter, Keynes 
lebih mengandalkan kebijakan fiskal untuk mencapai sasaran-sasaran 
pembangunan. Alasannya adalah kebijakan fiskal mampu meningkatkan 
permintaan agregat secara langsung. Samuelson (1997), mendefinisikan 
kebijakan fiskal sebagai salah suatu proses pembentukan perpajakan dan 
pengeluaran publik.  
Proses tersebut merupakan upaya menekan fluktuasi siklus ekonomi, dan 
ikut berperan menjaga ekonomi yang tumbuh dengan penggunaan tenaga kerja 
penuh dimana tidak terjadi laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah. 
Berdasarkan definisi tersebut terdapat dua instrumen pokok di dalamnya, yaitu 
belanja negara dan perpajakan. Dengan kedua instrumen tersebut,pemerintah 
dapat menetapkan program pengeluaran publik serta penerimaannya yang 
sebagian besar adalah dari pajak yang secara keseluruhan terangkum dalam 
suatu anggaran. 
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Dengan adanya anggaran, pemerintah dapat mengendalikan dan 
mencatat masalah masalah fiskalnya. Suatu anggaran menunjukkan rencana 
pengeluaran dan penerimaan pemerintah yang akan dilakukan dalam kurun 
waktu tertentu. Anggaran tersebut terdiri atas berbagai program pengeluaran 
khusus (pendidikan, pertahanan, kesejahteraan, dan lainnya) serta sumber pajak 
(pajak penghasilan, pajak penjualan, dan lainnya). Pada suatu periode tertentu, 
pemerintah dapat melaksanakan surplus, defisit, atau berimbang dalam 
anggaran yang ditetapkannya. Defisit terjadi apabila jumlah pengeluaran lebih 
besar dari pada penerimaan. Sebaliknya, anggaran surplus akan terjadi apabila 
seluruh penerimaan tersebut melebihi pengeluaran. Dalam hal anggaran 
berimbang, akan terjadi apabila seluruh penerimaan dan pengeluaran 
menunjukan jumlah yang sama. 
Kondisi anggaran merupakan cerminan dari kebijakan fiskal yang dipilih 
pemerintah pada periode tersebut. Pada saat anggaran defisit, ini berarti 
pemerintah mengambil kebijakan fisekal ekspansif. Kebijakan ini ditujukan untuk 
meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ini umumnya dilakukan pada saat 
perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi. 
Sebaliknya, pada saat anggaran surplus, ini berarti pemerintah mengambil 
kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli  
masyarakat dan mengatasi inflasi. Kebijakan anggaran berimbang juga 
merupakan pilihan kebijakan fiskal. Pada umumnya kebijakan ini diambil dengan 
tujuan untuk mencapai suatu kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin 
fiskal.  
Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan kebijakan diskresioner yang 
melibatkan pengambilan keputusan atau perubahan atas keputusan tertentu. 
Dengan kata lain, kebijakan tersebut sengaja ditetapkan untuk mengahadapi 
10 
 
 
 
suatu kondisi perekonomian tertentu. Lain halnya dengan kebijakan otomatis 
atau lebih sering disebut sebagai stabilisator otomatis. Stabilisator otomatis ini 
merupakan kebijakan yang mendorong/menekan perekonomian ketika 
diperlukan tanpa perubahan kebijakan yang disengaja (Deliarnov, 1995). 
Satabilisator tersebut bekerja secara otomatis tanpa perlu suatu tindakan fiskal 
atau moneter. Walau demikian,stabilisator otomatis tersebut hanyalah berperan 
mengurangi sebagian dari gejolak dalam perekonomian dan bukan untuk 
menghilangkan masalah tersebut sama sekali. 
 
2.1.1.1  Pengeluaran Pemerintah 
Salah satu instrument kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah. 
Pengeluaran pemerintah adalah seluruh pembelian atau pembayaran barang 
dan jasa untuk kepentingan nasional, seperti pembelian persenjataan dan alat-
alat kantor pemerintah, pembangunan jalan dan bendungan, gaji pegawai negeri, 
angkatan bersenjata, dan lainnya (Samuelson, 1997). Pengeluaran pemerintah 
juga merupakan instrumen pengukur dimana pemerintah menentukan seberapa 
besar peran sektor pemerintah dan sektor swasta. Di samping itu, pengeluaran 
pemerintah dapat menjadi penentu pokok jumlah pengeluaran agregat, dan juga 
penentu pertumbuhan GNP riil jangka pendek. 
Ada beberapa teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah 
yang telah dikembangkan para ekonom. WW Rostow dan RA Musgrave 
berpendapat bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah sejalan dengan 
tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Ada perbedaan fokus alokasi 
sumber daya antara negara pada tahap awal perkembangan, tahap menengah 
pembangunan, dan tahap lanjut yang kemudian tercermin dalam pengeluaran 
negara. Masing-masing tentunya berawal dari kebutuhan yang berbeda, 
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sehingga arah kebijakannya juga berbeda. Ini tentunya berkaitan dengan 
seberapa lama negara itu telah merdeka dan kualitas sumber daya manusianya. 
Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui negara pada awal perkembangan 
ekonomi sebelum menuju tingkat yang lebih tinggi. Begitu juga, ada beberapa hal 
yang sudah terpenuhi oleh negara pada tahap lanjut pembangunan, sehingga 
tidak perlu lagi terfokus pada penyediaan prasarana layaknya negara pada tahap 
awal perkembangan. 
Secara ringkas teori pengeluaran negara menguraikan tiga tahapan 
yang pasti dilalui setiap negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, 
diperlukan pengeluaran pemerintah yang besar untuk investasi pemerintah, 
utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan,dan 
pendidikan. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap 
diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor 
swasta sudah mulai berkembang. Kemudian pada tahap lanjut pembangunan 
ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, 
kesehatan, dan jaminan sosial. 
Gagasan lain dikemukakan oleh Adolph Wagner. Pengamatan empiris 
yang dilakukannya terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang 
pada abad ke-19 menunjukan bahwa dalam perekonomian suatu negara, 
pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan 
pendapatan nasional negara tersebut. Menurut Wagner, terdapat lima hal yang 
menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yaitu : (1) Tuntutan 
peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, (2) Kenaikan tingkat 
pendapatan masyarakat, (3) Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, 
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(4) Perkembangan demokrasi, dan (5) Ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi 
perkembangan pemerintahan. 
Menurut Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu 
pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, 
sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk 
membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori Peacock 
dan Wiseman adalah pemerintah ekonomi menyebabkan pemungutan pajak 
yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya 
penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin 
meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP 
menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan 
pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. 
Hubungan antara PDRB dengan PAD merupakan hubungan secara 
fungsional,  karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB, yaitu dengan 
meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak 
daerah. Selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan 
mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang 
nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang 
akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu juga 
sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per 
kapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk 
membayar pajak  dan pungutan lainnya. 
Menurut Mardiasmo (2004) Optimalisasi penerimaan PAD harus 
didukung dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik. Berbagai belanja 
yang dialokasikan pemerintah hendaknya yang manfaatnya dirasakan langsung 
oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan retribusi. Masyarakat lebih mudah 
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membayar retribusi daripada membayar pajak. Masyarakat tidak akan membayar 
apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan. 
Pemerintah daerah harus mampu menjalankan rumah tangganya sendiri secara 
mandiri. Dalam rangka meningkatkan kemandiriannya, pemerintah dituntut untuk 
meningkatkan pelayanan publik. Anggaran belanja daerah tidak akan logis jika 
pengalokasiannya cukup besar untuk belanja rutin.  
Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya 
pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, 
sehingga masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan daerah. 
Tersedianya infrastruktur yang baik dapat mendorong terciptanya efisiensi dan 
efektivitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan meningkat. 
Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas perekonomian, salah satunya 
dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan 
pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya 
tarik investasi. Dengan tersedianya fasilitas pelayanan publik membuat 
masyarakat akan lebih aktif dan bergairah dalam bekerja dan bertambahnya 
produktivitas masyarakat dan investor di daerah, akan berdampak pada 
peningkatan PAD.  
Menurut Wong dalam Adi (2006), pembangunan infrastruktur industri 
mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Pajak dan 
retribusi yang merupakan komponen PAD merupakan nilai tambah yang 
diperoleh dari sektor industri yang berkembang optimal. Sektor industri tersebut 
adalah berasal dari belanja modal. Strategi alokasi pada belanja modal akan 
mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional.  
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2.1.2 Keuangan Daerah 
Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara 
dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil 
pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas sosial politik. 
Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya 
keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan. 
Selain itu juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah 
yang pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah. 
Peranan keuangan daerah akan dapat meningkatkan kesiapan daerah untuk 
mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan 
bertanggungjawab. 
Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, 
dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. 
Sumber sumber penerimaan daerah terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran 
tahun lalu, pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, 
sumbangan dan bantuan, serta penerimaan pembangunan. 
Kebijakan keuangan daerah menuntut tersedianya dana bagi pembiayaan 
pembangunan yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal, yaituu 
alokasi,distribusi,dan stabilisasi sumber-sumber pembiayaan yang semakin 
besar( Musgrave 1993). Dalam bidang keuangan daerah, fenomena umum yang 
dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di indonesia adalah relatif 
kecilnya peranan PAD didalam struktur APBD. Dengan kata lain, peranan 
penerimaan yang berasal dari pemerintahpusat dalam bentuk sumbangan dan 
bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi  susunan APBD. 
Mamesah (1995) mengemukakan bahwa keuangan negara ialah semua 
hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala 
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sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan 
negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 
Kekayaan daerah ini sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau 
daerah yang lebih tinggi, serta pihakpihak lain sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan perundangan yang berlaku. 
Pemerintah daerah sebagai sebuah institusi publik dalam kegiatan 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana 
atau modal untuk dapat membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (goverment 
expenditure) terhadap barang-barang publik (public goods) dan jasa pelayanan. 
Tugas ini berkaitan erat dengan kebijakan anggaran pemerintah yang meliputi 
penerimaan dan pengeluaran. 
Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan 
bertanggungjawab memerlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai 
dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan dan 
pembangunan. Dana tersebut diperoleh melalui kemampuan menggali sumber-
sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan 
daerah sebagai sumber pembiayaan. Oleh karena itu, keuangan daerah 
merupakan tolak ukur bagi penentuan kapasitas dalam menyelenggarakan 
tugas-tugas otonomi, di samping tolak ukur lain seperti kemampuan sumber daya 
alam, kondisi demografi, potensi daerah, serta partisipasi masyarakat. 
Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah, yaitu (1) tanggung jawab, 
(2) memenuhi kewajiban keuangan, (3)kejujuran, (4)hasil guna, dan (5) 
pengendalian. Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah saat ini, akan 
perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan 
anggaran daerah adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2002) : (1)Pengelolaan 
keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (public oriented). Hal 
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tersebut tidak hanya terlihat dari besarnya pengalokasian anggaran untuk 
kepentingan publik, tetapi juga terlihat dari besarnya partisipasi masyarakat 
(DPRD) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan daerah, 
(2)Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan 
anggaran daerah pada khususnya, (3)Desentralisasi pengelolaan keuangan dan 
kejelasan peran serta dari partisipasi yang terkait dalam pengelolaan anggaran, 
seperti DPRD, Kepala Daerah, Sekda dan perangkat daerah lainnya, 
(4)Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan 
pengelolaan, (5)keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value 
for money, transparansi dan akuntabilitas, (6)Kejelasan tentang kedudukan 
keuangan DPRD, Kepala Daerah, dan PNS, baik rasio maupun dasar 
pertimbangannya, (7)Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran 
kinerja dan anggaran multi tahunan, (8)Prinsip pengadaan dan pengelolaan 
barang-barang daerah yang lebih profesional, (9)Prinsip akuntansi pemerintah 
daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam 
pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran,serta transparansi 
informasi anggaran kepada publik, (10)Aspek pembinaan dan pengawasan yang 
meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat 
guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah, 
(11)Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan 
informasi anggaran yang akurat dan komitmen pemerintah daerah terhadap,dan 
(12)Penyebarluasan informasi, sehingga memudahkan pelaporan dan 
pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi. 
Menurut Mangkoesoebroto (1999), teori penerimaan dan pengeluaran 
pemerintah dijadikan dasar sebagai teori keuangan daerah. Teori tersebut 
menjelaskan bahwa penerimaan pemerintahan yang berasal dari berbagai 
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sumber penerimaan, yaitu penerimaan pemerintah yang bersumber dari pajak 
dan penerimaan bukan pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintahan yang 
berasal dari pinjaman pemerintah baik pinjaman dalam negeri maupun luar 
negeri, penerimaan dari badan usaha milik pemerintah (BUMN), penerimaan dari 
lelang, dsb. Selanjutnya keuangan daerah harusdilaksanakan secara sehat 
termasuk sistem administrasinya. Dengan demikian diharapkan daerah 
menyusun dan menetapkan APBDnya sendiri (Azhari,1995). 
 
2.1.2.1  Kemampuan keuangan daerah 
Pemerintah dapat berjalan disebabkan adanya dukungan berbagai 
faktor sumberdaya yang mampu menggerakkan roda organisasi pemerintahan 
dalam rangka pencapaian tujuan. Otonomi daerah harus mampu menggali dan 
mengembangkan potensi ekonominya secara optimal sebagai prioritas utama. 
Masalah utama bagi banyak daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, 
karena luasnya kewenangan yang diemban oleh pemerintah daerah. 
Faktor keuangan menjadi salah satu faktor yang merupakan 
sumberdaya kapital bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan 
daerah. Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat kelembagaan, 
dan kebijakan penyelenggaraan yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. 
Dalam UU Nomor 25 tahun 1999 disebutkan dengan jelas bahwa perimbangan 
keuangan antara pemerinth pusat dan daerah adalh suatu sistem pembiayaan 
pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian 
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antardaerah 
secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan, dengan memperhatikan 
potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah yang sejalan dengan kewajiban dan 
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pembagian kewenangan tersebut,termasuk pengelolaan dan pengawasan 
keuangan.  
Kemampuan keuangan daerah, menurut Reksohadiprodjo (2000:201), 
dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: 1. Derajat desentralisasi fiskal, untuk 
mengukur derajat desentralisasi di gunakan ukuran sebagai berikut : a. Rasio 
Pendapatan asli daerah terhadap Total Penerimaan Daerah, b. Rasio Bagi hasil 
pajak dan bukan pajak untuk daerah (BHPBP) terhadap Total Penerimaan 
Daerah, c.Rasio Sumbangan Daerah (SD) terhadap Total penerimaan daerah. 2. 
Kebutuhan Fiskal, yaitu dicari dengan cara menghitung indeks pelayan publik 
perkapita (IPP) dengan membagi pengeluaran perkapita untuk jasa-jasa publik 
dengausnyan standar kebutuhan fiskal daerah (SKFD). 
Kondisi keuangan suatu daerah merupakan salah satu faktor yang 
sangat menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan 
pemerintah dan pembangunan. Keuangan daerah mempunyai arti yang penting 
dalam rangka pelaksanaan pemerintah kemasyarakatan di daerah. Oleh karena 
itu keuangan daerah diupayakan untuk mengelola, mulai dari merencanakan, 
melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan 
dengan kewenangan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, 
dekonsentrasi dan tugas perbantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk 
APBN. Masalah dasar keuangan daerah terkait erat dengan ekonomi daerah, 
terutama menyangkut tentang pengelolaan keuangan suatu daerah, tentang 
bagaimana sumber penerimaan digali dan didistribusikan oleh pemerintah 
daerah (Devas, 1995). 
Parameter keberhasilan perkembangan daerah direfleksikan oleh besar 
kecilnya PAD dalam membiayai pembangunan daerah. Potensi dana 
pembangunan yang paling besar dan lestari adalah bersumber dari masyarakat 
19 
 
 
 
sendiri yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah (Basri, 2003).Diharapkan 
dimasa yang akan datang ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat 
hendaknya diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah 
dalam pelayanan publik dan pembangunan. Peningkatan peran atau porsi PAD 
terhadap APBD tanpa membebani masyarakat dan investor merupakan salah 
satu indikasi keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi 
daerah, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah mengelola 
keuangan daerah secara efesien dan efektif (Saragih, 2003). 
 
2.1.2.2  Derajat Otonomi Fiskal Daerah 
Hubungan fiskal pemerintah pusat dan daerah dapat diartikan sebagai 
suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi diantara 
berbagai tingkat pemerintah serta bagaimana caranya mencari sumber-sumber 
pembiayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya 
(Devas,1989:179). Menurut Davey (1980;14), ada empat kriteria perlu 
diperhatikan untuk menjamin adanya sistem hubungan pusat dan daerah, yaitu: 
Pertama, sistem tersebut seharusnya memberikan kontribusi kekuasaan yang 
rasional di antara tingkat pemerintahan mengenai penggalian sumber-sumber 
dana pemerintah dan kewenangan, yaitu suatu pembangian yang sesuai dengan 
pola umum desentralisasi. Kedua, sistem tersebut seharusnya menyajikan suatu 
bagian yang memadai dari sumber-sumber dana masyarakat secara keseluruhan 
untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi penyediaan pelayanan dan 
pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Ketiga, sistem 
tersebut seharusnya jauh mungkin mendistribusikan pengeluaran pemerintah 
secara adil diantara daerah-daerah. Keempat, pajak atau retribusi 
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yangdikenakan oleh pemerintah daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil 
atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat. 
Realitas hubungan fiskal antara pusat dan daerah ditandai oleh 
dominannya peranan bantuan dan sumbangan. Kondisi ini munculkarena 
terbatasnya kemampuan daerah dalam menggali sumber PAD. Rendahnya 
kemampuan daerah dalam menggali sumber PAD yang sahh selama ini 
disebabkan oleh batasan hukum (mardiasmo dan makhfatih,2000). Menurut  
Mahi (2000,58), ddi era otonomi mendatang, dalam upaya untuk kemandirian 
daerah, tampaknya PAD masih belum dapat diandalkan sebagai sumber 
pembiayaan desentralisasi karena relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah 
dan sehingga perannya tergolong kecil dalam TPD akibat dari kemampuan 
administrasi dan perencanaan dan pengawasan yang masih rendah. 
Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu 
berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah yang artinya daerah 
otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-
sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri yang 
cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. 
Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD 
harus menjadi bagian dari sumberkeuangan yang besar yang didukung oleh 
kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar 
dalam sistem pemerintahan negara. 
Di indonesia, dalam kerangka negara kesatuan, kemandirian 
keuangan daerah seyogianya tidak diartikan bahwa setiap tingkat pemerintahan 
daerah otonom hars dapat membiayai seluruh keperluannya dari penerimaan 
PAD. Meskipun demikian ratio antara PAD dengan total penermaan daerah 
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(TPD) tetap merupakan salah satu indikator derajat dsentraliasi ffiskal suatu 
daerah (kuncoro,1995:8). 
Tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dapat 
dipelajari dengan melihat besarnya derajat desentralisasi fiskal suatu daerah. 
Pengukuran derajat desentralisasi fiskal dapat dilakukan  melalui analisis rasio. 
Menurut Smith dan Uppal, derajat desentralisasi fiskal dapat diukur dengan 
menghitung: a) rasio PAD terhadap TPD ; b) rasio sumbangan dan bantuan 
terhadap TPD ; rasio TPD terhadap total penerimaan negara. Sedangkan untuk 
menghitung angka ketergantungan fiskal/keuangan daerah dengan cara 
membandingkan antara jumlah pendapatan transfer dengan total penerimaan 
daerah. Semakin tinggi rasionya artinya semakin besar ketergantungan daerah 
terhadap pemerintah pusat/propinsi. 
 
2.1.3 Pendapatan asli daerah ( PAD ) 
Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang 
harus terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini 
kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan 
pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu 
pertumbuhan investasi di pemerintahan kabupaten dan kota perlu diprioritaskan 
kerena diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan 
perekonomian regional. 
Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan asli daerah 
merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk 
digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai 
pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan 
dana dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, 
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retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-
lain pendapatan daerah yang sah. 
Pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan  pasal 157 Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus 
rumah tangganya sendiri perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau 
penerimaan keuangan daerah untuk membiayaai seluruh aktifitas dalam rangka 
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan 
masyarakat secara adil dan merata, komponen tersebut berasal hasil pajak 
daerah, hasil retribusi daerah,dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Keempat komponen PAD tersebut juga 
merupakan sumber-sumber keuangan daerah, oleh karena itu, Pendapatan asli 
daerah merupakan salah satu komponen sumber keuangan daerah. Sumber-
sumber PAD merupakan bagian keuangan daerah yang dipungut berdasarkan 
undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut (Khusaini,2006) 
Menurut Halim (2004), Pendapatan asli daerah (PAD) Merupakan semua 
penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dan menurut 
Mardiasmo (2002), Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari 
sektor pajak daerah, hasil perusahaan milik negara, hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan , dan lain lain Pendapatan asli daerah yang sah. 
Penerimaan pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan 
pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non 
pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta 
pengelolaan sumber daya alam (Bastian, 2002). Identifikasi sumber pendapatan 
asli daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya 
yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan 
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mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar 
sehingga memberikan hasil yang maksimal. 
Proporsi pendapatan asli daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan 
pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola 
keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun 
pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum. 
Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan pemerintah daerah adalah 
menggali dari endapatan asli daerah (Pratiwi, 2007). 
Definisi lain tentang Pendapatan asli daerah juga di kemukakan oleh 
HAW. Widjaja (2001),Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah 
yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil 
pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham 
milik daerah, serta pinjaman lain-lain. HAW Widjaja (2001) secara terperinci 
menyebutkan bahwa komponen PAD terdiri dari pajak, retribusi, hasil 
perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Keempat 
komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan konstribusi 
bagi penerimaan PAD. Daerah otonom harus memiliki keuangan dan 
kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan 
menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada bantuan pusat 
harus seminimal mungkin sehingga PAD harus menjadi bagian sumber 
keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat 
dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. 
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2.1.4 Dana Transfer Pemerintah Pusat 
Transfer pemerintah pusat tidak lain adalah dana perimbangan. Menurut 
Musgrave dan Musgrave (dalam Halim, 2004: 191-192) ada tiga fungsi utama 
pemerintah dalam pembangungan yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 
Dengan lahirnya undang-undang otonomi daerah merupakan perwujudan dari 
peranan pemerintah dalam hal fungsi distribusi yang diwujudkan dalam bentuk 
dana perimbangan, yang diberikan kepada daerah, dengan maksud untuk 
memenuhi keterbatasan keuangan daerah dalam menjalankan administrasi 
pemerintah dan pembangunan (Halim, 2004). 
Dana perimbangan dibentuk untuk mendukung pendanaan program 
otonomi. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan 
anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada 
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti 
dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan 
daerah, juga membawa perubahan pada sistem dan mekanisme pengelolaan 
pemerintah daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan 
kewenangan pemerintah daerah,pemerintahan pusat akan mentransferkan dana 
perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari 
dana alokasi umum (DAU),dana alokasi khusus (DAK), dan bagian daerah dari 
bagi hasil pajak pusat. 
Tujuan dari dana perimbangan itu sendiri yakni untuk mengurangi 
ketimpangan sumber pendanaan pemerintahaan antara pusat dan daerah serta 
untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Salah 
satu peran transfer dari pemerintah pusat adalah adanya kewajiban untuk 
menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah. Daerah-
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daerah dengan sumber daya yang sedikit memerlukan bantuan (subsidi) agar 
dapat mencapai standar pelayanan minimum. Jika dikaitkan dengan teori 
Musgrave (1983) bahwa peran redistributif (pemerataan) dari sektor publik akan 
lebih efektif dan cocok jika dijalankan oleh pemerintah pusat, maka penerapan 
standar pelayanan minimum di setiap daerah pun akan lebih bisa terjamin 
pelaksanaannya oleh pemerintah pusat. Fisher (1996) memberikan gambaran 
bahwa transfer sudah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara 
di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya dan bahkan sudah menjadi ciri 
yang paling menonjol dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah. 
2.1.6.1 Jenis Dana Perimbangan 
 1. Dana Alokasi Umum (DAU) 
DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 
antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi (UU no.33 tahun 2004). 
Secara defenisi DAU diartikan sebagai berikut (Sidik, 2004), Salah 
satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang 
pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah 
fiskal (Fiscal Gap), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas 
fiskal. Kedua  Instrumen untuk mengatasi horizontal imbalance, yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 
daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah. Dan 
yang ketiga Equalization Grant, yaitu berfungsi untuk menetralisasi 
ketimpangan kemampuan keunagan dengan adanya PAD, bagi hasil 
pajak dan bagi hasil sumber daya alam yang diperoleh daerah. 
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Menurut Halim (2009) dana alokasi umum adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai 
kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana 
untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung 
menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan 
kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi dana alokasi umum bagi daerah 
yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan 
memperoleh alokasi dana alokasi umum yang relatif kecil. Sebaliknya 
daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya 
besar akan memperoleh alokasi dana alokasi umum relatif besar. Dengan 
maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-
kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan 
dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai. 
Henley, et.al (dalam Mardiasmo, 2004) mengidentifikasi beberapa 
tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk grant 
kepada pemerintah daerah, yaitu untuk mendorong terciptanya keadilan 
antar wilayah,meningkatkan akuntabilitas,meningkatkan sistem pajak 
yang lebih progresif, dan untuk meningkatkan keberterimaan pajak 
daerah. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa DAU memiliki tujuan untuk 
menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang 
dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan 
antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan 
kebutuhan dan potensi daerah. 
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 2. Dana Alokasi Khusus  
Berdasarkan undang-undang No. 33 Tahun 2004, dana alokasi 
khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan 
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan 
prioritas nasional.  
DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan 
khusus di daerah tertentu  yang merupakan urusan daerah dan sesuai 
dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana 
dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai 
standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan 
daerah.Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat 
mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK 
cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna 
meningkatkan pelayanan publik. 
DAK memiliki karakteristik yang paling spesifik di antara dana 
transfer lainnya di mana DAK hanya dapat digunakan sesuai dengan 
menu kegiatan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis yang terkait 
dengan bidang alokasi DAK. 
 3. Dana Bagi Hasil 
 
Dana bagi bersumber dari pajak dan sumberdaya alam. Dana 
yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan (PBB), 
Bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan Pajak penghasilan 
(PPh). Menurut Bird dan Vaillancourt (2000), banyak negara 
menggunakan sistem bagi hasil pajak dengan mendistribusikan suatu 
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persentase tetap pajak-pajak nasional tertentu, misalnya pajak 
pendapatan atau pajak pertambahan nilai ke pemerintah daerah. Untuk 
menembah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan 
fungsi yang menjadi kewenangan dilakukan dengan pola bagi hasil 
penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara pusat dan daerah. 
Sementara dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam 
berasal dari sektor kehutanan, pertambangan umum perikanan, 
pertambangan minyak bumi,pertambangan gas bumi dan pertambangan 
panas bumi. 
 
2.1.5 Belanja Modal 
Menurut kementrian keuangan republik Indonesia,Direktorat jendral 
anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan 
dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dam aset lainnya yang 
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan 
minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. 
Menurut Halim (2004) belanja modal merupakan belanja pemerintah 
daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah 
aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang 
bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi 
umum. 
Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja 
pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan 
menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja 
yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja 
administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap 
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pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara 
mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender. 
Belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang 
menghasilkan aktiva tetap tertentu. Terdapat tiga cara untuk memperolaeh aset 
tetap pemerintah daerah yaitu membangun sendiri,menukarkan dengan asset 
tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Pemerintah daerah biasanya 
melakukan denagn cara membangun sendiri atau membeli. Belanja modal 
memiliki karakteristik spesifikasi dan menunjukkan adanya berbagai 
pertimbangan dalam pengalokasiannya (Nordiawan,2006). 
Menurut Perdirjen Perbendaharaan, suatu belanja dikategorikan sebagai 
belanja modal apabila: 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya 
perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat 
dan kapasitas; 2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapatalisasi 
aset atau lainnya yang telah ditetapkan pemerintah; 3) Perolehan aset tetap 
tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Sayang tidak diketahui dan dijelaskan cara 
mengetahui niat bukan untuk dijual atau untuk dijual. 
Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan 
manajemen kualitas jasa (service quality management), yakni upaya meminimasi 
kesenjangan (gap) antara tingkat layanan dengan harapan konsumen (Bastian, 
2006). Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan 
alokasi belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu 
langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. 
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2.1.6  Pertumbuhan Ekonomi  
Menurut Sukirno (2000), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai 
perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan 
jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 
meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan 
suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu 
negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang 
meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam 
jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi 
yang digunakan juga makin berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah 
sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya 
pendidikan dan keterampilan mereka. 
Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu 
proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti 
barang-barang modal (gedung-gedung,peralatan, dan material) yang rusak. 
Namun untuk menumbuhkan perekonomian diperlukan investasi-investasi baru 
sebagai tambahan stok modal. Jika dianggap ada hubungan ekonomis secara 
langsung antara besarnya stok modal (K) dan output total (Y), maka setiap 
tambahan bersih terhadap stok modal akan mengakibatkan kenaikan output total 
sesuai dengan rasio output modal tersebut. 
Pertumbuhan ekonomi menurut teori pertumbuhan Solow-Swan, 
pertumbuhan tergantung pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi 
(penduduk,tenaga kerja,dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. 
Pandangan ini didasarkan pada analisis klasik, bahwa perekonomian akan tetap 
mengalami tingkat pekerjaan penuh (full employment) dan kapasitas peralatan 
modal akan tetap sepenuhnya digunakan. 
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Teori Pertumbuhan Rostow menyatakan bahwa perubahan dari 
keterbelakangan menuju kemajuan ekonomi dapat dijelaskankan dalam suatu 
seri tahapan yang harus dilalui oleh semua negara. Negara-negara maju 
seluruhnya telah melampaui tahapan ―tinggal landas‖ menuju pertumbuhan 
ekonomi berkesinambungan (kemajuan ekonomi mereka sudah sedemikian 
mapan sehingga roda ekonomi dapat berputar sendiri untuk menggerakkan 
perekonomian dan membawa seluruh penduduk ke taraf hidup yang serba lebih 
baik). Sedangkan negara yang sedang berkembang atau negara terbelakang, 
pada umumnya masih berada dalam tahapan masyarakat tradisional atau 
tahapan-tahapan penyusunan kerangka tinggal landas. Salah satu dari sekian 
banyak strategi atau taktik pokok pembangunan untuk tinggal landas adalah 
pengerahan atau mobilisasi dana tabungan (dalam mata uang domestik maupun 
valuta asing) guna menciptakan bekal investasi yang memadai demi 
mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.  
 
2.2 Hubungan Antar Variabel 
2.2.1 Hubungan Kemandirian Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal 
Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanakan kebijakannya 
sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut 
dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli 
daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah 
tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah 
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian 
daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan 
melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui 
belanja modal (Solikin, 2010).  
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Kemandirian fiskal yang tidak lain adalah rasio pendapatan asli daerah 
(PAD) terhadap total penerimaan daerah yang dimana menurut Mardiasmo 
(2002), pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak 
daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 
sah. Yang artinya semakin besar PAD suatu daerah, semakin baik pula 
kemandiriannya. 
Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap 
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 
Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung 
dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (Halim, 2004). Darwanto (2007) 
menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa 
besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja 
modal.  
Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa 
APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan 
kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan 
APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah 
dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila PEMDA ingin 
meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan 
masyarakat, maka PEMDA harus menggali PAD yang sebesar-besarnya. 
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2.2.2 Hubungan Ketergantungan Fiskal Terhadap Alokasi Belanja 
Modal 
Ketergantungan fiskal yang tidak lain adalah rasio dana transfer 
pemerintah pusat atau dana perimbangan terhadap total belanja pemerintah. 
Dana perimbangan dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi. 
Tujuan dari dana perimbangan itu sendiri yakni untuk mengurangi ketimpangan 
sumber pendanaan pemerintahaan antara pusat dan daerah serta untuk 
mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Salah satu 
peran transfer dari pemerintah pusat adalah adanya kewajiban untuk menjaga 
tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah. Daerah-daerah 
dengan sumber daya yang sedikit memerlukan bantuan (subsidi) agar dapat 
mencapai standar pelayanan minimum. 
Menurut UU No.33 Tahun 2004, Dana alokasi umum merupakan 
komponen terbesar pembentuk anggaran pemerintah daerah, tujuan dari transfer 
DAU adalah untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi 
ketimpangan antar daerah.Sehingga dapat diartikan bahwa dengan adanya dana 
transfer DAU ini diharapkan daerah nantinya lebih fokus pada penggunaan PAD 
dimiliki untuk nantinya membiayai belanja modal yang menunjang tujuan 
pemerinta yakni peningkatan kualitas pelayanan publik yang dimana semakin 
banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah baik dari DAU maupun dari 
PAD itu sendiri. 
 Dalam penelitian Holtz-Eakin,et.al(1994) menunjukkan adanya 
keterkaitan erat antar transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. 
Serta Harianto dan Adi (2007) memberikan fakta empirik dimana DAU 
mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah daerah.Hal ini 
menunjukkan bahwa besarnya alokasi dana DAU pemerintah daerah akan 
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memberi dampak yang besar pula bagi peningkatan pengalokasian belanja 
modal pemerintah daerah. 
 Selain dana alokasi umum (DAU),dana transfer atau perimbangan lainnya 
yakni dana alokasi khusus yakni dana yang bersumber dari APBN yang mana 
dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang 
merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi 
beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. 
Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, 
pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik 
dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk 
kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang 
direalisasikan dalam belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Anggiat 
Situngkir (2009) dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap anggaran belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat 
hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan 
alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal. 
 
2.2.3 Hubungan Pertumb.Ekonomi Terhadap Alokasi Belanja Modal 
Kebijakan otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan 
kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus tiap-tiap daerah. Hal 
ini mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan 
peran serta masyarakat. Tetapi, kemampuan daerah yang satu dengan daerah 
yang lainnya dalam mengelola potensi lokalnya dan ketersediaan sarana 
prasarana serta sumber daya sangat berbeda. Perbedaan ini dapat 
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menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang beragam antara satu daerah dengan 
daerah lainnya (Nugroho, 2010). 
Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang 
diukur dengan produk domestik regional bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi 
bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut penelitian Lin 
dan Liu (2000) dalam Darwanto (2007) bahwa upaya desentralisasi memberikan 
pengaruh yang sangat berarti terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Lin dan 
Liu (2000) membuktikan bahwa antara desentralisasi dengan pertumbuhan 
ekonomi memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Darwanto (2007) 
menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembanguan. 
Faktor-faktor tersebut antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi 
modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, 
teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas 
pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. 
Dengan adanya kebijakan otonomi daerah mendorong terciptanya 
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi masing-
masing daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi tiap-tiap daerah. Sehingga 
semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan 
bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah. Hal inilah yang 
mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja 
modal. 
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2.3 Tinjauan Empiris 
Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007),dimana 
meneliti tentang Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan asli daerah, Dan 
Dana alokasi umum terhadap pengalokasian alokasi belanja modal dalam 
penelitian ini,Variabel dependen adalah alokasi belanja modal dan variabel 
independen adalah pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan hasil dari penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa Variabel PAD dan DAU berpengaruh positif 
terhadap belanja modal. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak 
berpengaruh terhadap belanja modal.  
 Penelitian yang dilakukan Syafitri (2009), dimana  Penelitiannya bertujuan 
untuk memberikan bukti empiris dan mengetahui pengaruh Pertumbuhan 
ekonomi, Pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana alokasi umum (DAU) pada 
Alokasi belanja modal di Provinsi Sumatra Utara dan hasil penelitiannya secara 
parsial menunjukkan bahwa penerimaan asli daerah (PAD) memiliki hubungan 
yang signifikan positif terhadap belanja modal sedangkan pertumbuhan ekonomi 
dan dana alokasi umum tidak secara signifikan mempengaruhi belanja modal. 
Dan secara simultan pendapatan asli daerah (PAD),pertumbuhan ekonomi,dan 
dana alokasi umum (DAU)  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
belanja modal. 
Penelitian yang dilakukan oleh Ardhini  dan Hj. Rr. Sri Handayani, SE, 
Msi, Akt yang meneliti Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal 
untuk pelayanan publik dalam perspektif teori keagenan studi di Jawa Tengah. 
Hasil dari penelitian tersebut, rasio kemandirian daerah berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap rasio belanja modal untuk pelayanan publik. Sehingga 
apabila rasio kemandirian daerah meningkat, maka hal ini tidak berpengaruh 
terhadap jumlah belanja modal untuk pelayanan publik.  
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Dan penelitian dari Anggiat Situngkir (2009) yang meneliti pengaruh 
Pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK terhadap alokasi belanja modal 
dengan mengambil sampel penelitian di Pemkab Sumatra Utara. Hasil penelitian 
tersebut variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
alokasi anggaran Belanja Modal. Sedangkan variabel PAD, DAU, dan DAK 
berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran alokasi belanja modal. 
 
2.4 Kerangka Pikir Penelitian 
Pada bagian ini digambarkan kerangka pikir dari penelitian ini. Kerangka 
piki penelitian menunjukkan pengaruh pertumbuhan ekonomi akan memberikan 
pengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah untuk kepentingan 
publik. Kemampuan daerah dalam merealisasikan potensi ekonomi daerah 
menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai 
pembangunan daerah. Peningkatan PAD diikuti pula dengan peningkatan 
Alokasi Belanja Modal yang signifikan sehingga pendapatan asli daerah (PAD) 
berpengaruh terhadap belanja modal dan dalam penelitian ini yang digunakan 
adalah angka kemandirian fiskal. Dan dari sisi dana transfer yang terdiri dari 
dana alokasi umum (DAU),dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil 
(DBH) yang berasal dari APBN dialokasikan dengan tujuan pemerataan 
keuangan antar daerah dapat digunakan untuk membiayai fungsi layanan umum 
daerah dan dalam penelitian ini yang digunakan adalah angka ketergantungan 
fiskal. 
Kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen yaitu mengenai pengaruh pertumbuhan 
ekonomi,kemandirian fiskal,dan ketergantungan fiskal terhadap alokasi belanja 
modal, adalah sebagai berikut:  
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
 
                                                      (+) 
                                                                                                                                                                       
                                                 (+)                         
        (+)    
        
 
2.5 Hipotesis 
Hipotesis merupakan gambaran sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian karena jawaban yang diberikan masih berdasarkan teori yang relevan, 
belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan 
data. Berdasarkan kerangka konseptual dan uraian teoritis tersebut maka penulis 
mengajukan hipotesis sebagai berikut: 
1. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap 
alokasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Diduga Kemandirian Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Belanja 
Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
3. Diduga Ketergantungan Fiskal berpengaruh signifikan terhadap 
Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
Pertumbuhan 
Ekonomi (X1)
 
Kemandirian 
Fiskal (X3) 
Ketergantungan 
Fiskal (X3) 
 
Alokasi Belanja 
Modal (Y) 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1 Daerah  Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar propinsi Sulawesi Selatan. 
Pemilihan Kota Makassar sebagai daerah penelitian dikarenakan untuk 
memudahkan pengumpulan data. 
3.2 Jenis dan Sumber Data  
Jenis data yang di gunakan pada penelitian ini bersifat  Kuantitatif 
merupakan data panel yaitu kombinasi antara data time series dan data cross 
section kab/kota di Prov.Sulawesi Selatan dari tahun 2007-2011. Tentang 
Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dana transfer,dan belanja modal yang didapat dari 
Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, 
perpustakaan unhas, literatur-literatur/buku-buku dan laporan-laporan yang 
berkaitan dengan penulisan ini. 
 
3.3 Metode pengumpulan Data  
Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian  ini  dengan cara 
Penulis mengajukan surat izin penelitian kepada instansi-instansi yang terkait 
dengan penulisan ini dalam suatu wilayah penelitian, setelah diberikan izin 
penelitian dan mendapatkan data-data yang dibutuhkan kemudian data tersebut 
akan diolah dan digunakan sebagai bahan analisis untuk membuktikan hipotesa 
yang telah dikemukakan. 
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3.4 Metode analisis 
Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis pengaruh 
pertumbuhan ekonomi,kemandirian fiskal,dan ketergantungan fiskal terhadap 
alokasi belanja modal adalah model ekonometrika dengan meregresikan variabel-
variabel yang ada dengan menggunakan metode PLS (Pooled Least Square). 
Data yang digunakan, dianalisis dengan menggunakan analisis statistik yaitu 
estimasi model regresi linear berganda dengan panel data. Analisis dengan 
menggunakan panel data adalah kombinasi antara data time series dan data 
cross section yang dapat dinyatakan pada persamaan sebagai berikut: 
Yit = β0 + β1 Xit + μit ………………………………………….  (3.1) 
i = 1,2,...,N ; t = 1,2,...,T 
dimana: N : banyaknya observasi (cross section) 
 T : banyaknya waktu (time series) 
 N x T : banyaknya data panel 
Adapun variabel independen (pertumbuhan ekonomi, kemandirian fiskal, 
dan ketergantungan fiskal) yang mempengaruhi variabel dependen (belanja 
modal) dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut:   
Y = f ( X1, X2, X3)…………………………………………………...(3.2) 
 Dimana : 
  Y   = Belanja Modal 
  X1 = Pertumbuhan Ekonomi 
  X2 = Kemandirian Fiskal 
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  X3 = Ketergantungan Fiskal 
 
 Dari model tersebut, bila ditulis dalam bentuk persamaan linear : 
  Y = β0 + β1 X1  + β2 X2 + β3X3 + μ …………………………………(3.3) 
Selanjutnya estimasi model regresi dengan panel data membentuk 
persamaan: 
 Yit = β0 + β1 X1it + β2 X2it + β3X3it + μit …………………….. (3.4) 
 Dimana: 
 Y   = Belanja Modal 
 X1 = Pertumbuhan Ekonomi 
 X2 = Kemandirian Fiskal 
 X3 = Ketergantungan Fiskal 
 i =  1, 2, 3, … , 24 (data cross-section 24 kab/kota di Sulawesi Selatan) 
t = 1, 2, 3, … , 5 (data time-series, tahun 2007-2011) 
  β0 =  intercept/ konstanta 
β1 =  koefisien regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi 
belanja modal 
β2 =  koefisien regresi pengaruh kemandirian fiskal terhadap alokasi 
belanja modal 
β3 =  koefisien regresi pengaruh ketergantungan fiskal terhadap alokasi 
belanja modal 
μ  =   residual/kesalahan pengganggu 
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3.5   Uji Asumsi Klasik 
3.5.1.   Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel 
independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam 
satu model. Kemiripan antar variabel independen dalam suatu model akan 
menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel 
independen dengan variabel independen yang lain. Deteksi multikolinearitas 
pada suatu model dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu jika Variance Inflation 
Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan jika Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka 
model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. (Agung, 2007).  
 
3.5.2.   Uji Heteroskedastisitas 
Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual 
suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Model regresi yang 
baik adalah model regresi yang memiliki persamaan variance residual suatu 
periode pengamatan dengan periode pengamatan yang lain sehingga dapat 
dikatakan model tersebut homokesdatisitas dan tidak terjadi heterokedastisitas. 
Cara memprediksi ada tidaknya homokesdatisitas pada suatu model 
dapat dilihat dari pola gambar Scatterplot model tersebut, analisisnya dapat 
dilihat jika: Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0; 
Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja; Penyebaran 
titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian 
menyempit dan melebar kembali dan; Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak 
berpola (Agung, 2007). 
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3.5.3.   Uji Autokorelasi 
 
Autokorelasi dikenalkan oleh Maurice G. Kendall dan William R. 
Buckland. Autokorelasi merupakan korelasi antar anggota observasi yang 
disusun menurut aturan waktu. Autokorelasi umumnya terjadi pada data time 
series. Hal ini karena observasi pada data time series mengikuti urutan alamiah 
antar waktu sehingga observasi secara berturut-turut mengandung interkorelasi, 
khususnya jika rentang waktu diantara observasi yang berurutan adalah rentang 
waktu yang pendek, seperti hari, minggu atau bulan (Gujarati, 2003). 
Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada 
tidaknya korelasi antara variabel penganggu (et) pada periode tertentu dengan 
variabel penganggu periode sebelumnya (et-1). Cara mudah mendeteksi 
autokerelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson.  
 
3.6.  Uji Statistik 
3.6.1.  Uji Kofisien Determinasi (R-square) 
 
Suatu model mempunyai kebaikan dan kelemahan jika diterapkan dalam 
masalah yang berbeda. Untuk mengukur kebaikan suatu model (goodnes of fit) 
digunakan koefisien determinasi (R2). Koefisien deteminasi merupakan angka 
yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas 
(Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati, 2003). 
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3.7.  Uji Hipotesis 
3.7.1.  Uji F (F-tes) 
Uji F-statistik ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh koefisien regresi secara bersama-sama terhadap 
variabel dependen. Untuk pengujian ini digunakan hipotesis sebagai berikut:  
Ho diterima (F-hitung < F-tabel) artinya variabel independen secara bersama-
sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.  
Ha diterima (f-hitung > F-tabel) artinya variabel independen secara bersama-
sama berpengaruh nyata terhadaterhadap variabel dependen. 
 
3.7.2.   Uji T (T-test) 
Uji t-statistik merupakan suatu pengujian secara parsial yang bertujuan 
untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak 
terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan. 
Dalam uji ini, digunakan hipotesis sebagai berikut: 
Ho diterima (t-statistik < t-tabel) artinya variabel independen secara parsial tidak 
berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.  
Ha diterima (t-statistik > t-tabel) artinya variabel independen secara parsial 
berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. 
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3.8 Definisi Operasional Variabel  
a) Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya 
melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan 
daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin 
seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. 
b) Pertumbuhan Ekonomi adalah persentase kenaikan jumlah produk 
domestik regional bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian 
dalam jangka waktu 1 tahun. Data yang digunakan adalah data 
pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan menurut kabupaten/kota 
di Sulawesi Selatan dinyatakan dalam satuan persen. 
c) Kemandirian Fiskal adalah rasio PAD terhadap total penerimaan daerah 
(TPD). 
d) Ketergantungan Fiskal adalah rasio dana transfer terhadap Total 
penerimaan daerah (TPD). 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian 
4.1.1 Kondisi Geografis 
Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Makassar dan sebagai 
pusat pengembangan dan pelayanan pembangunan di wilayah Kawasan Timur 
Indonesia terletak antara 0012’ – 80  lintang selatan dan 116048’ – 122036’ bujur 
timur, yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah utara, teluk 
Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah timur, Laut Flores di sebelah 
selatan dan Selat Makassar di sebelah barat. 
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 46.717,48 km2. Secara 
administrasi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi 20 Kabupaten 
dan 3 kota hingga tahun 2008, sedangkan untuk 2009 terdiri dari 21 Kabupaten 
dan 3 kota dengan kabupaten Toraja Utara yang terjadi pemekaran di tahun 
2010 yang terdiri dari 303 kecamatan dan 2677 desa/kelurahan. Dengan 
kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten terluas dengan luas 7.502,68 km2. 
Luas kabupaten tersebut merupakan 16,46 persen dari seluruh wilayah Sulawesi 
Selatan. Pada umumnya daerah di Indonesia dan khususnya di Sulawesi Selatan 
mempunyai dua musim yang terjadi pada bulan juni sampai september dan 
musim penghujan yang terjadi pada bulan desember sampai maret. Berdasarkan 
pengamatan di tiga stasiun klimatologi (Maros, Hasanuddin dan Maritim Paotere) 
selama tahun 2009 rata-rata suhu udara 27,30C di kota Makassar dan sekitarnya 
tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Suhu udara maksimum di stasiun 
klimatologi Hasanuddin 33,10C  dan suhu minimum 23,20C (BPS, 2012). 
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4.1.2 Kondisi Demografis 
Penduduk merupakan salah satu sumber daya potensial dalam 
menunjang aktifitas pembangunan. Kedudukannya sebagai sumber daya 
manusia memegang peranan penting karena berfungsi menggerakkan faktor-
faktor produksi dan jasa lainnya.  
Tabel 4.1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk 
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2011 
Kabupaten/Kota  Luas Daerah 
Jumlah 
Penduduk 
Kepadatan 
  
 
  
 
 01   Kepulauan Selayar  903,50  123 283 136 
 02   Bulukumba  1 154,67  398 531  345 
 03   Bantaeng  395,83  178 477 451 
 04   Jeneponto   903,35  346 149 383 
 05   Takalar  566,51  272 316 481 
 06   Gowa  1 883,32  659 512 350 
 07   Sinjai  819,96  231 182 282 
 08   Maros  1 619,12  322 212 199 
 09   Pangkep  1 112,29  308 814 278 
 10   Barru  1 174,71  167 653 143 
 11   Bone  4 559,00  724 905 159 
 12   Soppeng  1 359,44  226 079 166 
 13   Wajo  2 506,20  388 985 155 
 14   Sidrap  1 883,25  274 648 146 
 15   Pinrang  1 961,17  354 652 181 
 16   Enrekang  1 786,01  192 163 108 
 17   Luwu  3 000,25  335 828 112 
 18   Tana Toraja  2 054,30  223 306 109 
 22   Luwu Utara  7 502,68  290 365 39 
 25   Luwu Timur  6 944,88  245 515 35 
 26   Toraja Utara  1 151,47  218 943 190 
 71   Makassar  175,77  1 352 136 7693 
 72   Pare Pare  99,33  130 563 1314 
 73   Palopo  247,52  149 421 604 
        
  2011 45 764,53 8 115 638 177 
Sulawesi Selatan 2010 45 764,53 8 034 776 175,57 
  2009 45 764,53 7 908 519 172,81 
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Berdasarkan data BPS, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Provinsi 
Sulawesi Selatan tahun 2011 berjumlah 8.115.638 jiwa yang tersebar di 24 
kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar berada di Makassar dengan 
jumlah 1.352.136 jiwa. Kepadatan penduduk daerah perkotaan merupakan 
konsekuensi logis dari tingginya aktivitas perekonomian di sana. Oleh karena itu, 
meskipun luas wilayah perkotaan relatif jauh lebih sempit dibandingkan wilayah 
Kabupaten, namun jumlah penduduknya relatif lebih banyak, sehingga 
kepadatan penduduk pun semakin tinggi. 
Wilayah kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk yang tertinggi 
adalah Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, diikuti dengan 
Kota Pare-Pare dan Kota Palopo. Ketiga daerah ini merupakan kota yang 
berkembang disetiap wilayahnya masing-masing dan merupakan daerah 
pelayanan bagi daerah yang ada di sekitarnya. Seperti daerah Gowa dan daerah 
Takalar termasuk daerah yang juga relatif padat dikarenakan terkena efek 
perluasan dari Kota Makassar, tingginya aktivitas perekonomian kota Makassar 
mampu menjadi faktor penarik bagi para pekerja. Adapun kepadatan penduduk 
yang paling rendah terdapat di Luwu Timur, daerah pemekaran baru, meskipun 
kabupaten Luwu Timur memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak tetapi 
kabupaten Luwu Timur memiliki luas wilayah kedua terbesar setelah Luwu Utara. 
Daerah yang kepadatan penduduknya rendah juga terdapat di Kabupaten Luwu 
Utara. Setelah dicermati maka daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk 
rendah ini berlokasi jauh dari wilayah perkotaan, sehingga dari faktor 
aksesibilitas terhadap pusat pemerintahan provinsi merupakan salah satu 
kendala. 
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4.2  Perkembangan Variabel Penelitian 
4.2.1 Perkembangan Belanja Modal pada Kabupaten/kota di 
Sulawesi Selatan Tahun 2007-2011 
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam 
rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi 
manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal 
kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah,merupakan 
salah satu dari bentuk dari belanja langsung pemerintah yang memiliki 
keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah. 
Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal 
dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan 
pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, 
dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
Angka belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi 
Selatan tahun 2011 memperlihatkan adanya variasi yang relatif besar yaitu dari 
angka belanja modal terendah yaitu Kab.Luwu hingga tertinggi yaitu Kab.Wajo, 
penyebab terjadinya variasi angka tersebut dikarenakan adanya perbedaan pada 
sisi kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah daerah maing-masing 
(BPS,2011) 
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Tabel 4.2. Belanja Modal Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di 
Sulawesi Selatan Tahun 2007-2011 
Tahun 
Angka Tertinggi Angka Terendah 
Kabupaten Belanja Kabupaten Belanja 
2007 Bone 236,506,580 Makassar 77,023,605 
2008 Luwu Timur 325,612,663 Palopo 92,391,194 
2009 Luwu Timur 419,033,583 Toraja Utara 16,862,506 
2010 Luwu Timur 167,867,224 Soppeng 56,761,635 
2011 Wajo 238,123,767 Luwu 73,888,286 
    Sumber     :     BPS Provinsi Sulawesi Selatan 
 
Berdasarkan Tabel 4.2,dapat dilihat bahwa dari tahun 2007 hingga tahun 
2011 kabupaten/kota yang memiliki belanja modal tertinggi berada yaitu Kab. 
Luwu Utara dan yang terendah yaitu Kabup. Toraja Utara. Hal ini 
menggambarkan bahwa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan belum 
memfokuskan pendapatan daerahnya pada alokasi belanja modal karena 
pemerintah daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk 
keperluan belanja operasi daripada belanja modal. Hal ini terlihat  dari nilai 
belanja modal yang tertinggi dan terendah yang hanya terkait pada beberapa 
daerah saja dan perubahannya sangat kecil bahkan mengalami penurunan. 
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Gambar 4.1.Perkembangan Anggaran Belanja Modal kabupaten/Kota di 
Provinsi Sulawesi selatan (Dalam 000 Rp) 
 
 
 
Sumber     :     BPS Provinsi Sulawesi Selatan 
 
 
Dalam kurun waktu lima tahun antara tahun 2007 sampai 2011, 
kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dan penurunan 
alokasi belanja modalnya (Fluktuatif). Kabupaten yang memiliki anggaran belanja 
modal yang besar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah kabupaten Luwu 
Timur yang dimana antara tahun 2008-2010 merupakan kabupaten dengan 
anggaran terbesar, sedangkan kabupaten dengan anggaran belanja modal yang 
terendah dalam kurun waktu 2007-2011 yaitu kabupaten Toraja Utara yang 
dimana dalam kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan belanja modal yang 
rendah.Hal ini sebabkan oleh kemampuan keuangan daerah masing-masing 
daerah yang artinya menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam 
membiayai dan mengalokasikan anggaran daerah untuk membiayai belanja 
daerah. 
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Sedangkan alokasi belanja modal kabupaten/kota di Sulawesi Selatan 
juga berfluktuatif kurun waktu 5 tahun antara tahun 2007-2011. 
Tabel 4.3. Perkembangan Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di 
Sulawesi Selatan Tahun 2007-2011 
NO KABUPATEN/KOTA 2007 2008 2009 2010 2011 
1 Kep. Selayar 31.16 35.45 33.64 18.04 17.37 
2 Bulukumba 26.25 28.55 22.43 16.74 20.51 
3 Bantaeng 44.46 30.87 30.21. 21.71 27.41 
4 Jeneponto 35.05 29.31 23.87 22.71 19.93 
5 Takalar 28.64 25.7 22.1 21.62 16.88 
6 Gowa 24.08 28.61 31.61 25.12 14.31 
7 Sinjai 42.51 40.33 34.78 24.2 17.13 
8 Maros 35.23 30.63 25.54 10.7 16.78 
9 Pangkep 36.81 42.92 32.66 22.1 19.89 
10 Barru 38.18 53.04 44.05 25.46 30.25 
11 Bone 33.31 24.75 25.24 11.49 19.32 
12 Soppeng 30.22 29.28 26.35 19.28 18.97 
13 Wajo 40.13 30.99 31.26 23.33 30.25 
14 Sidrap 36.05 36.38 31.1 22.72 28.57 
15 Pinrang 33.09 27.31 28.1 23.06 22.05 
16 Enrekang 50.28 30.97 31.54 20.79 20.19 
17 Luwu 39.15 20.98 23.42 19.74 13.48 
18 Tator 25.04 22.9 20.69 16.64 22.89 
19 Luwu Utara 31.2 27.83 19.76 14.64 19.6 
20 Luwu Timur 53.53 57.76 57.72 32.53 31.06 
21 Toraja Utara 33.54 24.72 9.38 23.96 24.08 
22 Makassar 15.27 14.47 15.89 12.82 11.87 
23 Pare-Pare 18.48 28.51 26.49 28.12 28.77 
24 Palopo 18.22 25.72 34.41 19.43 20.98 
Sumber: BPS Tahun 2011 
 
Dari tahun 2007 hingga  2011 alokasi belanja modal mengalami kondisi 
yang berfluktuatif pula seperti halnya dengan anggaran belanja modal yang 
dimana kabupaten/kota yang memiliki angka dan porsi belanja modal dari total 
belanja daerah yang tinggi hanya dimiliki oleh beberapa daerah saja seperti 
Kab.Luwu Timur yang dimana kurun waktu 2007 -2009 memiliki angka rasio yang 
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tinggi di atas 50%. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki angka rasio yang 
rendah adalah Kota Makassar yang dimana angka rasionya hanya berkisar 
antara 11%-15% saja,dan kabupaten/kota lainnya memiliki angka rasio rata-rata 
17% dari total belanja daerah.  
Sehingga  dapat artikan bahwa anggaran belanja modal kabupaten/kota 
di Sulawesi Selatan masih terbilang rendah dari jumlah total anggaran belanja 
daerah, hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor belanja 
modal masih rendah sehingga kemampuan belanja aset daerah terbilang rendah 
pula da kemampuan keuangan daerah menjadi fokus pembahasan baik itu dari 
segi penerimaaan daerah maupun pengeluaran daerah. 
 
4.2.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/kota di 
Sulawesi Selatan Tahun 2007-2011 
 
Salah satu indikator kemajuan pembangunan adalah pertumbuhan 
ekonomi yang dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) yang dihasilkan pada satu tahun tertentu dibandingkan dengan nilai 
tahun sebelumnya. PDRB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang 
dihasilkan dalam waktu satu tahun di wilayah tersebut. 
PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 
sebesar 137.389,88 milyar rupiah. PDRB atas dasar harga berlaku menurut 
Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, terlihat bahwa kota Makassar 
mempunyai nilai PDRB terbesar mencapai 43.428,15 milyar rupiah dengan 
kontribusi terhadap PDRB Sulawesi Selatan sebesar 33,04 persen. Dan terbesar 
kedua adalah kabupaten Luwu Timur dengan nilai PDRB mencapai 9.670,21 
milyar rupiah terbesar kedua berkontribusi sebesar 7,06 persen. Sedangkan 
kabupaten dengan PDRB terendah yaitu kabupaten Selayar dengan nilai 
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1.386.06 milyar rupiah dan hanya berkontribusi sebesar 1.05 persen terhadap 
PDRB Provinsi Sulawesi Selatan.  
Tabel 4.4. PDRB atas Harga Konstan dan PDRB atas Harga Berlaku 
Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2011 (milyar rupiah) 
    
  
Kabupaten/Kota 
PDRB atas 
Harga 
Berlaku 
Kontribusi 
terhadap 
PDRB Sulsel 
PDRB atas 
Harga 
Konstan 
Kontribusi 
terhadap 
PDRB Sulsel 
1 
Kep. 
Selayar 1386.06 1.05 502.48 0.92 
 
2 Bulukumba 4286.36 3.2 1853.16 3.38  
3 Bantaeng 2179.1 1.66 809.86 1.48  
4 Jeneponto 2676.02 2.03 956.28 1.75  
5 Takalar 2368.11 1.8 977.44 1.78  
6 Gowa 5931.37 4.36 2007.28 3.65  
7 Sinjai 3235.34 2.46 1150.82 2.11  
8 Maros 3039.19 2.26 1240.49 2.26  
9 Pangkep 6413.12 4.71 2751.14 5  
10 Barru 1904.31 1.43 783.93 1.43  
11 Bone 8835.53 6.45 3412.32 6.21  
12 Soppeng 3209.37 2.36 1304.05 2.38  
13 Wajo 6655.97 4.95 2716.66 4.94  
14 Sidrap 4215.93 3.11 1704.58 3.1  
15 Pinrang 6216.77 4.56 2713.14 4.93  
16 Enrekang 2291.69 1.71 803.69 1.47  
17 Luwu 4351.15 3.2 1817.94 3.31  
18 Tator 1798.45 1.34 714.82 1.31  
19 Luwu Utara 3570.91 2.62 1645.11 3.1  
20 Luwu Timur 9670.21 7.06 4643.41 8.44  
21 Toraja Utara 1821.42 1.37 741.17 1.36  
22 Makassar 43428.15 33.04 17820.7 32.35  
23 Pare-Pare 2073.56 1.55 826.49 1.51  
24 Palopo 2284.8 1.72 1000.57 1.83  
Sulawesi 
Selatan 137389.9 100 
 
55116.92 
 
100 
Sumber : BPS Sulawesi Selatan, diolah   
 
Selanjutnya berdasarkan PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga 
konstan pada tahun 2011 sebesar 55.116,92 milyar rupiah. Bila melihat nilai 
PDRB kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, terlihat bahwa kota Makassar 
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mempunyai nilai PDRB yang paling besar mencapai 17.820,70 milyar rupiah. 
Terbesar kedua selanjutnya adalah Luwu Timur dengan nilai PDRB mencapai 
4.643,41 milyar rupiah. Sedangkan Kabupaten Bone terbesar ketiga dengan nilai 
3.412,32 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Makassar memiliki 
peran yang sangat besar dalam menciptakan nilai tambah PDRB di Sulawesi 
Selatan pada tahun 2011 dengan menyumbangkan PDRB sebesar 32,35 persen, 
disusul Kabupaten Luwu Timur (8,44 persen) Kabupaten Bone (6,21 persen) 
Kabupaten Pangkep (5,00 persen) dan Kabupaten Wajo (4,94 persen). 
Tabel 4.5. Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan  
Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2011 (persen) 
        
Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010 2011 
Rata-
rata 
1 Kep. Selayar 6.45 7.27 7.89 8.01 8.52 7.63 
2 Bulukumba 5.36 8.06 6.47 6.27 6.38 6.51 
3 Bantaeng 5.37 6.73 7.61 7.9 8.43 7.21 
4 Jeneponto 4.06 5.78 5.38 7.25 7.32 5.96 
5 Takalar 6.04 6.19 6.58 6.85 7.34 6.6 
6 Gowa 6.19 6.92 7.99 6.05 6.2 6.67 
7 Sinjai 5.43 7.45 7.02 6.03 5.9 6.36 
8 Maros 4.58 5.61 6.27 7.03 7.57 6.21 
9 Pangkep 6.12 7.16 5.91 6.34 9.17 6.94 
10 Barru 4.94 6.98 5.72 6.54 7.41 6.32 
11 Bone 6.01 7.76 7.51 7.63 6.2 7.02 
12 Soppeng 5.37 7.76 6.81 4.45 7.95 6.47 
13 Wajo 5.87 7.4 5.1 5.71 10.93 7 
14 Sidrap 5.46 8.23 6.66 4.45 11.82 7.32 
15 Pinrang 5.14 6.73 7.65 6.23 7.12 6.57 
16 Enrekang 5.11 6.49 6.62 5 6.9 6.02 
17 Luwu 5.53 5.73 6.82 6.95 7.47 6.5 
18 Tator 5.35 7.18 6.1 6.31 7.88 6.56 
19 Luwu Utara 6.83 9.65 6.68 5.93 7.29 7.27 
20 Luwu Timur 5.75 -2.44 -4.04 15.39 -5.33 1.87 
21 Toraja Utara * * 5.74 7 7.9 6.88 
22 Makassar 8.11 10.52 9.2 9.83 9.65 9.46 
23 Pare-Pare 6.98 7.56 8.09 8.26 7.79 7.74 
24 Palopo 6.53 7.44 7.86 7.29 8.16 7.46 
Sulawesi Selatan 6.34 7.78 6.23 8.19 7.65 7.24 
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Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa perkembangan pertumbuhan 
ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2007 
hingga 2011 mengalami fluktuasi atau bergerak naik turun. Dengan melihat rata-
rata pertumbuhan ekonomi dari semua kabupaten/kota, berikut dapat dilihat 
trend perkembangan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Sulsel tahun 2007-2011 
Gambar 4.2. Perkembangan Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (%) 
 
Pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan laju PDRB atas dasar 
harga konstan 2000 masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, yang 
mana menunjukkan angka positif yang berarti adanya peningkatan PDRB dari 
tahun ke tahun. Kota Makassar memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi 
tertinggi di Sulawesi Selatan sebesar 9,46 persen, kemudian diikuti Kota Pare-
Pare (7,74 persen), dan Kabupaten Selayar (7,63 persen). Sedangkan 
kabupaten yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah 
kabupaten Luwu Timur (1,87 persen) dan kabupaten Jeneponto (5,96 persen). 
Rendahnya rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2007-2011 di 
kabupaten Luwu Timur disebabkan karena pada beberapa tahun, angka 
pertumbuhan ekonomi Luwu Timur bernilai negatif yaitu pada tahun 2008 (-2,44), 
tahun 2009 (-4,04) dan tahun 2011 (-5,33) walaupun pada tahun 2010 sempat 
mencapai pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi sebesar 15,39 persen dan 
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kembali bernilai negatif pada tahun 2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai 
PDRB di kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan. Namun demikian apabila 
dilihat dari nilai PDRB atas harga konstan 2000, Kabupaten Luwu Timur 
mempunyai nilai PDRB terbesar kedua pada tahun 2010 yaitu sebesar 4936,91 
milyar rupiah setelah kota Makassar (16252,45 milyar rupiah). 
 
4.2.3 Perkembangan Kemandirian Fiskal pada Kabupaten/kota di 
Sulawesi Selatan Tahun 2007-2011 
 
Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah 
daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 
pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai 
sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah mencerminkan 
keadaan otonomi suatu daerah yang diukur dengan besarnya PAD terhadap 
jumlah total pendapatan daerah. Sehingga memunculkan permasalahan suatu 
daerah yang dikatakan mandiri dapat meningkatkan jumlah belanja modal untuk 
pelayanan publik.  
Dari  Tabel 4.6, dapat dilihat angka kemandirian kabupaten/kota di 
Sulawesi Selatan masih sangat rendah dan mengalami kondisi yang fluktuatif 
dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 5 tahun yakni 2007 hingga 2011. Dari 24 
kabupaten/kota hanya beberapa yang memiliki angka kemandirian yang cukup 
tinggi diantara kabupaten/kota lain di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Luwu 
Timur yang memiliki angka kemandirian 8,37 paada tahun 2007 dan 10,65% 
pada tahun 2011 selain Luwu Timur kabupaten/kota yang memiliki angka 
kemandirian yang tertinggi yaitu Kota Makassar dengan angka Kemandirian 5,01 
pada tahun 2007 dan mencapai 20,05% pada tahun 2011. Sedangkan 
Kabupaten/Kota yang lain memiliki angka kemandirian terendah yakni berkisar 
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antara 2% sampai 3% dan peningkat angka kemandiriannya sangat kecil bahkan 
mengalami penurunan. 
Tabel 4.6. Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan 
Tahun 2007-2011 (%) 
 
No 
Kemandirian 
Fiskal 
2007 2008 2009 2010 2011 
1 Kep. Selayar 10,61 3.74 3,24 2,76 3.81 
2 Bulukumba 5,02 3,91 4,07 2,80 7.31 
3 Bantaeng 2,76 4,18 4,15 2,84 3.25 
4 Jeneponto 3,59 2,04 2,37 2,58 3.27 
5 Takalar 3,15 3,22 3,37 2,54 6.44 
6 Gowa 5,19 7,36 7,67 7,54 6.82 
7 Sinjai 3,97 3,77 2,83 3,22 2.56 
8 Maros 5,74 5,88 5,72 5,29 7.49 
9 Pangkep 8,39 8,21 10,34 8,58 11.4 
10 Barru 3,75 3,31 3,20 2,87 2.98 
11 Bone 7,88 6,53 5,17 4,10 5.74 
12 Soppeng 3,53 3,90 3,44 5,12 3.37 
13 Wajo 4,02 5,72 5,32 4,06 6.03 
14 Sidrap 5,43 4,09 6,95 4,62 6.36 
15 Pinrang 5,21 4,83 5,50 3,53 5.69 
16 Enrekang 3,80 4,91 5,88 3,78 3.71 
17 Luwu 4,39 2,20 4,10 3,25 3.48 
18 Tator 4,76 4,03 4,72 4,41 5.41 
19 Luwu Utara 3,38 3,87 4,56 5,52 6 
20 Luwu Timur 8,37 9,17 13,58 11,47 10.65 
21 Toraja Utara * * 3,30 2,07 1.83 
22 Makassar 5,01 14,17 13,51 14,50 20.05 
23 Pare-Pare 3,07 9,06 10,16 10,60 8.75 
24 Palopo 5,98 6,91 5,44 6,82 6.53 
Sumber : BPS Sulawesi Selatan,diolah 
    *) Kabupaten Toraja Utara belum terbentuk 
 
Salah satu faktor utama yang menentukan besar kecilnya angka 
kemandirian fiskal daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota 
tersebut yang dimana PAD ini merupakan hasil dari kinerja pemerintah daerah 
dalam memaksimalkan sumber-sumber penerimaan/pendapatan daerah yang 
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dimiliki seperti pajak,hasil retribusi,dan hasil kekayaan alam daerah tersebut. 
Sehingga semakin tinggi PAD suatu daerah maka akan mendorong kemandirian 
daerahnya pula. 
 
Tabel 4.7. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi 
Selatan Tahun 2007-2011 ( 000 Rp) 
NO KABUPATEN 2007 2008 2009 2010 2011 
1 Kep. Selayar 40,257,960 14,516,849 13,380,981 10,758,865 18,794,717 
2 Bulukumba 21,808,681 20,306,291 21,418,839 16,991,083 52,606,039 
3 Bantaeng 8,303,694 13,848,175 15,461,918 11,084,858 15,515,397 
4 Jeneponto 13,490,117 8,829,437 10,935,785 13,317,007 19,760,674 
5 Takalar 12,087,650 13,213,551 13,982,155 12,394,101 35,198,402 
6 Gowa 27,232,030 45,827,484 49,705,065 54,812,693 48,715,103 
7 Sinjai 15,455,723 16,811,890 12,347,866 15,180,522 14,233,327 
8 Maros 25,293,575 27,163,518 27,437,789 26,454,760 49,096,948 
9 Pangkep 33,252,484 44,103,200 57,723,346 52,038,628 76,048,752 
10 Barru 11,618,035 14,390,371 12,604,246 12,866,534 16,413,508 
11 Bone 55,297,382 50,669,451 39,201,846 34,842,144 52,912,020 
12 Soppeng 13,234,696 17,460,780 16,104,246 17,261,535 19,532,936 
13 Wajo 17,392,663 29,482,045 29,056,090 26,436,620 47,817,895 
14 Sidrap 22,967,498 19,185,739 38,966,004 25,484,662 48,658,821 
15 Pinrang 19,413,596 22,980,743 26,722,939 21,006,471 37,767,404 
16 Enrekang 13,671,170 21,454,853 25,000,208 16,901,848 20,156,337 
17 Luwu 16,748,700 9,789,650 19,337,923 17,904,664 19,152,987 
18 Tator 22,155,178 21,661,585 17,389,442 20,502,888 26,354,780 
19 Luwu Utara 13,250,000 16,987,653 20,985,393 27,664,687 35,011,987 
20 Luwu Timur 31,759,122 46,752,052 64,807,685 59,143,944 65,711,210 
21 Toraja Utara * * 5,888,685 8,282,305 9,200,000 
22 Makassar 23,376,100 158,131,364 163,291,027 210,136,331 318,732,000 
23 Pare-Pare 11,655,900 31,591,821 37,378,316 45,089,915 50,681,275 
24 Palopo 18,222,472 24,905,911 21,473,395 28,219,020 35,262,275 
Sumber : BPS Sulawesi Selatan, diolah 
    *) Kabupaten Toraja Utara belum terbentuk 
Berdasarkan data Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa kabupaten/kota memiliki 
pendapatan asli daerah (PAD) yang rata-rata memiliki peningkatan tiap 
tahunnya. Adapun kabupaten yang memilki peningkatan PAD yang cukup besar 
yani Kab.Luwu Utara yang memiliki PAD sebesar Rp.23,375,100 pada tahun 
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2007 dan PADnya sudah mencapai Rp.65,711,210 pada tahun 2011, kabupaten 
kota lainnya yakni Kab.Pangkep yang memiliki PAD sebesar Rp. 33,252,484 
pada tahun 2007 dan pada tahun 2011 Pendapatnnya sudah mencapai Rp. 
76,048,752 selanjutnya Kabupaten/Kota dengan PAD tertinggi adalah Kota 
Makassar dengan PAD sebesar Rp. 23,376,100 ada tahun 2007 dan telah 
mencapai Pendapatan sebesar Rp. 318,732,000. Sedangkan Kabupaten/kota 
dengan PAD terendah yakni Kab.Toraja Utara dengan PAD Rp. 9,200,000. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa besaran pendapatan asli daerah memiliki 
pengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah bersangkutan. 
 
 
4.2.4 Perkembangan Ketergantungan Fiskal pada Kabupaten/kota di 
Sulawesi Selatan Tahun 2007-2011 
Ketergantungan fiskal menunjukkan seberapa besar ketergantungan 
pemerintah daerah terhadap dana transfer/perimbangan yang diberikan oleh 
pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah yang 
semuanya tidak dapat dibiayai oleh pendapatan asli daerahnya sendiri sehingga 
membutuhkan sumber pendapatan yang lain salah satunya dana perimbangan 
yang di tranfer ke tiap-tiap daerah dengan tujuan guna mmengurangi 
kesenjangan sumber pendapatan atau pendanaan pemerintah pusat dan daerah 
serta kesenjangan antar wilayah. 
 Dari Tabel 4.8, dapat dilihat persentase ketergantungan pemerintah 
daerah terhadap dana perimbangan pemerintah pusat sangat besar hal ini dapat 
dilihat dari besarnya angka ketergantungan Kabupaten/Kota yang rata-rata 
diatas 80%. Dan adapun Kabupaten/Kota dengan tingkat Ketergantungan 
tertinggi dan terendah dapat dilihat pada tabel. 
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Tabel 4.8. Ketergantungan Fiskal Kabupaten/Kota di Sulawesi 
Selatan Tahun 2007-2011 (%) 
 
No Ketergantungan 2007 2008 2009 2010 2011 
1 Kep. Selayar 86,62 81,77 80,48 82,26 86,70 
2 Bulukumba 94,98 87,13 89,49 77,11 76,91 
3 Bantaeng 93,93 90,29 80,12 80,39 80,43 
4 Jeneponto 91,59 85,99 81,58 75,96 86,43 
5 Takalar 92,20 91,15 89,39 76,69 80,21 
6 Gowa 88,79 83,00 82,88 77,99 78,60 
7 Sinjai 85,26 83,79 84,17 76,39 71,17 
8 Maros 84,52 87,13 83,85 86,65 81,73 
9 Pangkep 86,57 75,89 75,59 75,64 71,23 
10 Barru 93,34 74,45 78,69 72,49 75,65 
11 Bone 87,59 82,47 86,53 77,94 87,37 
12 Soppeng 95,13 87,48 85,55 91,42 80,12 
13 Wajo 95,98 88,78 88,27 74,29 75,09 
14 Sidrap 83,17 82,72 75,14 71,57 69,21 
15 Pinrang 94,79 92,13 86,80 74,95 79,66 
16 Enrekang 82,92 75,32 79,87 73,95 77,37 
17 Luwu 95,61 91,75 89,67 81,12 87,43 
18 Tator 94,71 90,50 88,25 79,63 86,31 
19 Luwu Utara 92,57 89,63 88,53 80,01 84,76 
20 Luwu Timur 91,63 76,52 73,44 64,42 69,92 
21 Toraja Utara * * 87,38 79,16 81,59 
22 Makassar 93,46 70,73 69,01 59,41 81,59 
23 Pare-Pare 92,23 83,75 84,18 74,93 74,41 
24 Palopo 91,78 80,19 78,52 78,24 77,04 
Sumber : BPS Sulawesi Selatan,diolah 
    *) Kabupaten Toraja Utara belum terbentuk 
 Dari kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, daerah dengan angka 
ketergantungan fiskal terendah dari tahun 2007 yakni Kab.Enrekang dengan 
rasio 82,92% dan tertinggi pada tahun 2007 yakni Kab.Wajo dengan angka 
95,98% sedangkan pada tahun 2011 angka tertinggi yakni Kab.Luwu dengan 
angka 87,43% dan terendah yakni Kab. Sidrap dengan angka 69,21. Dari data 
keseluruhan tahun 2007 hingga 2011, angka ketergantungan fiskal mengalami 
penurunan namun masih menunjukkan kisaran angka ketergantungan yang 
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sangat besar yang artinya ketergantungan pemerintah daerah masih sangat 
besar terhadap dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat yang 
bertujuan untuk untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan 
pemerintahaan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan 
pendanaan pemerintahan antar daerah. 
 Besarnya angka/persentase ketergantungan fiskal ini memberi 
pembuktian bahwa posisi dana perimbangan sebagai sumber pendapatan 
terbesar daerah menjadi modal penggerak utama penganggaran pengeluran 
atau belanja pemerintah daerah. Sehingga dampak dengan semakin besarnya 
ketergantungan ini pula yang dikhawatirkan menyebakan daerah kurang fokus 
pada peningkatan kemandiriannya sendiri dalam menbiayai atau mendanai 
pengeluarannya. Sehingga sisi kemandirian daerah bukan lagi menjadi hal yang 
prioritas meskipun memang tujuan dari dana perimbangan untuk membiayai 
program –program yang berskala nasional yang dibebankan pada daerah namun 
itu bukan alasan untuk bergantung sepenuhnya pada dana perimbangan. 
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4.3 Analisis Data 
4.3.1 Hasil Analisis Data 
Tabel 4.9. Hasil Analisis Data 
Dependent Variable: Y?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 05/28/13   Time: 00:09   
Sample: 2007 2011   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 24   
Total pool (unbalanced) observations: 117  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -15.40793 11.31321 -1.361942 0.1766 
X1? -0.302493 0.353955 -0.854608 0.3950 
X2? 0.544059 0.369207 1.473589 0.1441 
X3? 0.499162 0.116267 4.293231 0.0000 
Fixed Effects (Cross)     
_SELAYAR—C 0.488066    
_BULUKUMBA—C -4.767579    
_BANTAENG—C 3.814563    
_JENEPONTO—C -0.254004    
_TAKALAR—C -4.600771    
_GOWA—C -2.667819    
_SINJAI—C 7.351102    
_MAROS—C -4.631466    
_PANGKEP—C 4.848112    
_BARRU—C 14.33905    
_BONE—C -5.003500    
_SOPPENG—C -3.836953    
_WAJO—C 3.757841    
_SIDRAP—C 7.394265    
_PINRANG—C -1.361907    
_ENREKANG—C 6.671202    
_LUWU—C -5.635461    
_TATOR—C -7.338100    
_LUWUUTARA--C -5.834459    
_LUWUTIMUR--C 18.39631    
_TORAJAUTARA--C -5.994998    
_MAKASSAR—C -13.19083    
_PAREPARE—C -0.934630    
_PALOPO—C -2.643122    
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     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.558836     Mean dependent var 26.93265 
Adjusted R-squared 0.431389     S.D. dependent var 9.566405 
S.E. of regression 7.213673     Akaike info criterion 6.989008 
Sum squared resid 4683.337     Schwarz criterion 7.626433 
Log likelihood 
-
381.8570     F-statistic 4.384839 
Durbin-Watson stat 1.587138     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
 
 
4.3.2 Interpretasi model 
Hasil regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi,kemandirian fiskal,dan 
ketergantungan fiskal terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di 
Sulawesi Selatan tahun 2007-2011, dengan menggunakan metode Pooled Least 
Square (PLS) diperoleh nilai koefisien regresi untuk setiap variabel yang 
digunakan dalam penelitian.  
Estimasi persamaan umum untuk semua kabupaten/kota sebagai berikut: 
Y’ = β0 + β1 X1  + β2 X2 + β3X3 + μ ……………………………………...(4.1) 
Y’ = -15.40793 - 0.302493 X1 + 0.544059 X2 + 0.499162 X3 ………..(4.2) 
Sedangkan pada masing-masing kabupaten/kota memiliki estimasi 
persamaan yang berbeda. Berikut disajikan uji hasil estimasi persamaan pada 
masing-masing kabupaten/kota menunjukkan nilai konstanta yang berbeda. 
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Tabel 4.10. Model Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,Kemandirian Fiskal,dan 
Ketergantungan Fiskal terhadap Alokasi Belanja Modal di masing-masing 
Kabupaten/Kota 
 
Kabupaten/Kota Model 
Selayar -14.91 - 0.302493 X1 + 0.544059 X2 + 0.499162 X3 
Bulukumba -20.17- 0.302493 X1 + 0.544059 X2 + 0.499162 X3 
Bantaeng -11,59- 0.302493 X1 + 0.544059 X2 + 0.499162 X3 
Jeneponto -15.66- 0.302493 X1 + 0.544059 X2 + 0.499162 X3 
Takalar -20- 0.302493 X1 + 0.544059 X2 + 0.499162 X3 
Gowa -18.07- 0.302493 X1 + 0.544059 X2 + 0.499162 X3 
Sinjai -8.05- 0.302493 X1 + 0.544059 X2 + 0.499162 X3 
Maros -20.03- 0.302493 X1 + 0.544059 X2 + 0.499162 X3 
Pangkep -10.55- 0.302493 X1 + 0.544059 X2 + 0.499162 X3 
Barru -1.06- 0.302493 X1 + 0.544059 X2 + 0.499162 X3 
Bone -20.40- 0.302493 X1 + 0.544059 X2 + 0.499162 X3 
Soppeng -19.24- 0.302493 X1 + 0.544059 X2 + 0.499162 X3 
Wajo -11.65- 0.302493 X1 + 0.544059 X2 + 0.499162 X3 
Sidrap -8.01- 0.302493 X1 + 0.544059 X2 + 0.499162 X3 
Pinrang -16.76 - 0.302493 X1 + 0.544059 X2 + 0.499162 X3 
Enrekang -8.73 - 0.302493 X1 + 0.544059 X2 + 0.499162 X3 
Luwu -21,042 - 0.302493 X1 + 0.544059 X2 + 0.499162 X3 
Tator -22.74 - 0.302493 X1 + 0.544059 X2 + 0.499162 X3 
Luwu Utara -21.24 - 0.302493 X1 + 0.544059 X2 + 0.499162 X3 
Luwu Timur 2.98 - 0.302493 X1 + 0.544059 X2 + 0.499162 X3 
Toraja Utara -21.40 - 0.302493 X1 + 0.544059 X2 + 0.499162 X3 
Makassar -28.59 - 0.302493 X1 + 0.544059 X2 + 0.499162 X3 
Pare-pare -16.34 - 0.302493 X1 + 0.544059 X2 + 0.499162 X3 
Palopo -18.05 - 0.302493 X1 + 0.544059 X2 + 0.499162 X3 
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Berdasarkan tabel 4.10, koefisien konstanta model dapat dijelaskan 
melalui analisis ke 24 daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Korelasi 
antara alokasi belanja modal berdasarkan pertumbuhan ekonomi,kemandirian 
fiskal,dan ketergantungan fiskal 24 daerah di Sulawesi Selatan sebagai berikut: 
1. Kabupaten Selayar, jika variabel X1 (Pert.Ekonomi),X2 (Kemandirian 
fiskal),dan X3 (ketergantungan Fiskal) adalah nol, ceteris paribus, maka 
variabel Y (alokasi belanja modal) adalah sebesar -14.91 persen. 
2. Kabupaten Bulukumba, jika variabel X1 (Pert.Ekonomi), X2 (Kemandirian 
fiskal),dan X3 (ketergantungan Fiskal) adalah nol, ceteris paribus, maka 
variabel Y (alokasi belanja modal) adalah sebesar -20.17 persen 
3. Kabupaten Bantaeng, jika variabel X1 (Pert.Ekonomi), X2 (Kemandirian 
fiskal), dan X3 (ketergantungan Fiskal) adalah nol, ceteris paribus, maka 
variabel Y (alokasi belanja modal) adalah sebesar -11.59 persen. 
4. Kabupaten Jeneponto, jika variabel X1 (Pert.Ekonomi), X2 (Kemandirian 
fiskal), dan X3 (ketergantungan Fiskal) adalah nol, ceteris paribus, maka 
variabel Y (alokasi belanja modal) adalah sebesar -15.66 persen. 
5. Kabupaten Takalar,jika variabel X1 (Pert.Ekonomi),X2 (Kemandirian 
fiskal),dan X3 (ketergantungan Fiskal) adalah nol, ceteris paribus, maka 
variabel Y (alokasi belanja modal) adalah sebesar -20 persen 
6. Kabupaten Gowa, jika variabel X1 (Pert.Ekonomi), X2 (Kemandirian 
fiskal),dan  X3 (ketergantungan Fiskal) adalah nol, ceteris paribus, maka 
variabel Y (alokasi belanja modal) adalah sebesar -18.07 persen. 
7. Kabupaten Sinjai, jika variabel X1 (Pert.Ekonomi), X2 (Kemandirian 
fiskal), dan X3 (ketergantungan Fiskal) adalah nol, ceteris paribus, maka 
variabel Y (alokasi belanja modal) adalah sebesar -8.05 persen. 
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8. Kabupaten Maros, jika variabel X1 (Pert.Ekonomi), X2 (Kemandirian 
fiskal), dan X3 (ketergantungan Fiskal) adalah nol, ceteris paribus, maka 
variabel Y (alokasi belanja modal) adalah sebesar -20.03 persen. 
9. Kabupaten Pangkep, jika variabel X1 (Pert.Ekonomi), X2 (Kemandirian 
fiskal),dan X3 (ketergantungan Fiskal) adalah nol, ceteris paribus, maka 
variabel Y (alokasi belanja modal) adalah sebesar -10.55 persen. 
10. Kabupaten Barru, jika variabel X1 (Pert.Ekonomi), X2 (Kemandirian 
fiskal),dan X3 (ketergantungan Fiskal) adalah nol, ceteris paribus, maka 
variabel Y (alokasi belanja modal) adalah sebesar -1.06 persen. 
11. Kabupaten Bone, jika variabel X1 (Pert.Ekonomi),X2 (Kemandirian 
fiskal),dan X3 (Ketergantungan Fiskal) adalah nol, ceteris paribus, maka 
variabel Y (alokasi belanja modal) adalah sebesar -20.40 persen. 
12. Kabupaten Soppeng,  jika variabel X1 (Pert.Ekonomi), X2 (Kemandirian 
fiskal), dan X3 (ketergantungan Fiskal) adalah nol, ceteris paribus, maka 
variabel Y (alokasi belanja modal) adalah sebesar -19.24 persen. 
13. Kabupaten Wajo, jika variabel X1 (Pert.Ekonomi), X2 (Kemandirian 
fiskal), dan X3 (ketergantungan Fiskal) adalah nol, ceteris paribus, maka 
variabel Y (alokasi belanja modal) adalah sebesar -11.65 persen. 
14. Kabupaten Sidrap, jika variabel X1 (Pert.Ekonomi), X2 (Kemandirian 
fiskal), dan X3 (ketergantungan Fiskal) adalah nol, ceteris paribus, maka 
variabel Y (alokasi belanja modal) adalah sebesar -8.01 persen. 
15. Kabupaten Pinrang, jika variabel X1 (Pert.Ekonomi), X2 (Kemandirian 
fiskal), dan X3 (ketergantungan Fiskal) adalah nol, ceteris paribus, maka 
variabel Y (alokasi belanja modal) adalah sebesar -16.76 persen. 
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16. Kabupaten Enrekang, jika variabel X1 (Pert.Ekonomi),X2 (Kemandirian 
fiskal),dan X3 (ketergantungan Fiskal) adalah nol, ceteris paribus, maka 
variabel Y (alokasi belanja modal) adalah sebesar -8.73 persen. 
17. Kabupaten Luwu, jika variabel X1 (Pert.Ekonomi), X2 (Kemandirian 
fiskal), dan X3 (ketergantungan Fiskal) adalah nol, ceteris paribus, maka 
variabel Y (alokasi belanja modal) adalah sebesar -21.042 persen. 
18. Kabupaten Tanatoraja, jika variabel X1 (Pert.Ekonomi), X2 (Kemandirian 
fiskal),dan X3 (ketergantungan Fiskal) adalah nol, ceteris paribus, maka 
variabel Y (alokasi belanja modal) adalah sebesar -22.74 persen. 
19. Kabupaten Luwu Utara, jika variabel X1 (Pert.Ekonomi), X2 (Kemandirian 
fiskal), dan X3 (ketergantungan Fiskal) adalah nol, ceteris paribus, maka 
variabel Y (alokasi belanja modal) adalah sebesar -21.24 persen. 
20. Kabupaten Luwu Timur, jika variabel X1 (Pert.Ekonomi), X2 (Kemandirian 
fiskal), dan X3 (ketergantungan Fiskal) adalah nol, ceteris paribus, maka 
variabel Y (alokasi belanja modal) adalah sebesar 2.98 persen. 
21. Kabupaten Toraja Utara, jika variabel X1 (Pert.Ekonomi),X2 (Kemandirian 
fiskal), dan X3 (ketergantungan Fiskal) adalah nol, ceteris paribus, maka 
variabel Y (alokasi belanja modal) adalah sebesar -21.40 persen. 
22. Kota Makassar,jika variabel X1 (Pert.Ekonomi), X2 (Kemandirian fiskal), 
dan X3 (ketergantungan Fiskal) adalah nol, ceteris paribus, maka variabel 
Y (alokasi belanja modal) adalah sebesar -28.59 persen. 
23. Kabupaten Pare-Pare, jika variabel X1 (Pert.Ekonomi), X2 (Kemandirian 
fiskal), dan X3 (ketergantungan Fiskal) adalah nol, ceteris paribus, maka 
variabel Y (alokasi belanja modal) adalah sebesar -16.34 persen. 
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24. Kabupaten Palopo, jika variabel X1 (Pert.Ekonomi), X2 (Kemandirian 
fiskal),dan X3 (ketergantungan Fiskal) adalah nol, ceteris paribus, maka 
variabel Y (alokasi belanja modal) adalah sebesar -18.05 persen. 
 
4.3.3 Uji Statistik 
4.3.3.1 Uji Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kekuatan 
pengaruh variabel independen terhadap variasi variabel dependen dapat 
diketahui dari besarnya nilai koefisien determinan (R2), yang berada antara nol 
dan satu. Apabila nilai R2 semakin mendekati satu, berarti variabel‐variabel 
bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 
variabel terikat. 
Tabel 4.11.  Hasil Uji R Square 
Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.558836     Mean dependent var 26.93265 
Adjusted R-
squared 0.431389     S.D. dependent var 9.566405 
S.E. of regression 7.213673     Akaike info criterion 6.989008 
Sum squared resid 4683.337     Schwarz criterion 7.626433 
Log likelihood 
-
381.8570     F-statistic 4.384839 
Durbin-Watson stat 1.587138     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
Sumber: Data sekunder yang diolah dari EViews 5  
 
Tabel 4.11 ,menunjukkan nilai R square sebesar 0,55. Hal ini berarti 55% 
prediksi variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh pertumbuhan 
ekonomi,kemandirian fiskal,dan ketergantungan fiskal, sedangkan sisanya 0,45 
atau sebesar 45% variabel belanja modal dipengaruhi oleh variabel-variabel lain 
di luar model yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 
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4.3.4 Uji Hipotesis 
4.3.4.1 Uji Signifikansi secara simultan (Uji F) 
Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam 
model dapat dilakukan dengan uji F. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 
apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai 
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengaruh 
pertumbuhan ekonomi,kemandirian fiskal,dan ketergantungan fiskal terhadap 
belanja modal pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dengan menggunakan 
taraf keyakinan 95 persen (α=0,05) degree of freedom for numerator (dfn = 27) 
dan degree of freedom for denominator (dfd = 90) diperoleh F-tabel sebesar 
1,61. 
Tabel 4.12. Hasil Uji Statistik F 
Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.558836     Mean dependent var 26.93265 
Adjusted R-squared 0.431389     S.D. dependent var 9.566405 
S.E. of regression 7.213673     Akaike info criterion 6.989008 
Sum squared resid 4683.337     Schwarz criterion 7.626433 
Log likelihood -381.8570     F-statistic 4.384839 
Durbin-Watson stat 1.587138     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
Sumber: Data sekunder yang diolah dari EViews 5  
 
Dari hasil regresi diperoleh F-statistik sebesar 4,384 maka Fstatistik > F-
tabel (4,384 > 1,61). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.  
 
4.3.4.2 Uji Signifikansi secara Parsial (Uji t) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 
masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan 
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variasi variabel dependen. Pengaruh pertumbuhan ekonomi kemandirian 
fiskal,dan ketergantungan fiskal terhadap belanja modal kabupaten/kota di 
Sulawesi Selatan tahun 2007-2011 dengan menggunakan taraf keyakinan 95 
persen (α=0,05) dan degree of freedom (df = 90), maka diperoleh nilai t-tabel 
sebesar 1,960. 
Tabel 4.13. Hasil Uji Statistik t 
Dependent Variable: Y?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 05/28/13   Time: 00:09   
Sample: 2007 2011   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 24   
Total pool (unbalanced) observations: 117  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -15.40793 11.31321 -1.361942 0.1766 
X1? -0.302493 0.353955 -0.854608 0.3950 
X2? 0.544059 0.369207 1.473589 0.1441 
X3? 0.499162 0.116267 4.293231 0.0000 
Sumber: Data sekunder yang diolah dari EViews 5  
Dari hasil regresi secara parsial diperoleh t statistik variabel pertumbuhan 
ekonomi (X1) < t tabel α= 0,05 sebesar (0,854 < 1,662), variabel kemandirian 
fiskal (X2) < t tabel α= 0,05 sebesar (1,473 < 1,662), dan variabel 
ketergantungan fiskal (X3) > t tabel α= 0,05 sebesar (4,293 > 1,662). Jadi dapat 
disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi (X1) dan kemandirian fiskal (X2) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, sedangkan 
ketergantungan fiskal (X3) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada 
α=5% atau pada taraf keyakinan 95% dengan tingkat signifikansi 0.0000 
4.3.5 Hasil Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 
4.3.5.1 Uji Multikolinearitas 
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Multikolinearitas merupakan keadaan dimana terdapat hubungan linear 
atau terdapat korelasi antar variabel independen, diperlukan untuk mengetahui 
ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel 
independen lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel independen dalam 
suatu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara 
variabel independen tersebut. Deteksi multikolinieritas dapat dilihat dari beberapa 
hal, jika Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan jika Tolerance tidak 
kurang dari 0,1 maka model dapat terbebas dari multikolinearitas (Agung, 2007) 
Tabel 4.14.  Hasil Uji Multikolinearitas 
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta 
Toleranc
e VIF 
1 (Constant) 29.260 11.634    
Pert.Ekonomi -1.530 .362 -.370 .977 1.023 
Kemandirian .194 .291 .063 .836 1.196 
Ketergantungan .083 .124 .064 .819 1.221 
      
Dari Tabel 4.11 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, kemandirian, 
dan ketergantungan sebagai variabel independen memiliki variance inflator factor 
(VIF) lebih kecil dari 10 dimana pertumbuhan ekonomi memiliki nilai VIF 1.023 
lebih kecil dari 10 (1,023 < 10), kemandirian fiskal memiliki nilai VIF 1.196 lebih 
kecil dari 10 (1.196 < 10), dan ketergantumgam fiskal dengan nilai VIF 1.221 
lebih kecil dari 10 (1.221 < 10). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
multikolinearitas antar independen dalam model regresi. 
4.3.5.1  Uji Autokorelasi 
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Autokorelasi merupakan korelasi antar anggota observasi yang disusun 
menurut aturan waktu. Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk 
mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu (et) pada periode 
tertentu dengan variabel penganggu periode sebelumnya (et-1). Cara mudah 
mendeteksi autokerelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson. Dengan 
ketentuan, jika angka dalam Durbin Watson berkisar antara -2 sampai dengan +2 
maka koefisien regresi bebas dari gangguan autokorelasi sedangkan jika angka 
DW dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif dan jika angka DW diatas +2 
berarti terdapat autokorelasi negatif (Suharyadi, 2003). 
 
Tabel 4.15.  Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 
1 .384a .148 .125 8.91324 1.295 
a. Predictors: (Constant), Ketergantungan, Pert.Ekonomi, Kemandirian 
Sumber: data sekunder yang diolah dari SPSS 16.0   
  
Dari tabel 4.15 ,menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 1.295 ini 
menunjukkan bahwa angka Durbin Watson berkisar antara -2 sampai +2. Hal 
tersebut menandakan bahwa koefisien regresi bebas dari gangguan autokorelasi 
(-2 < 1.295 < 2).s 
 
 
 
 
 
 
4.3.5.2 Uji Heteroskedastisitas 
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Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model 
yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke 
observasi lainnya. Heterokedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance 
residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. 
 
Gambar 4.3.  Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
 
 
 
 
 
 
Dari gambar diatas terlihat data tersebar di atas dan dibawah angka 0  
 
 
Sumber: data sekunder yang diolah dari SPSS 16.0 
Pada gambar 4.3, menunjukkan sumbu Y, Titik-titik data tidak mengumpul 
hanya di atas atau di bawah saja, Serta penyebaran titik-titik data tidak 
membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar 
kembali, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi homoskedastisitas. 
 
 
4.4 Pembahasan 
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4.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Alokasi Belanja 
Modal 
Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 
suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk 
membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang 
dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi 
mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan 
mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan 
masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan 
memepengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut 
(Kuncoro, 2004). Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya 
produktivitas dan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi 
perbaikan kesejahteraan.  
Dari hasil regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (X1) tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap alokasi belanja 
modal (Y) sehingga variabel ini tidak bisa digunakan untuk memprediksi variabel 
dependen (Y) dengan demikian hipotesis tidak terbukti. Kenyataan yang terjadi 
dalam pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya peningkatan 
pertumbuhan ekonomi ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja 
modal hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan 
dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah pada tahun penelitian 2007 
sampai 2011 rata-rata hanya sebesar kurang dari 20-33%, dimana rata-rata 
proporsi untuk belanja modal semakin berkurang, sedangkan anggaran belanja 
yang tertinggi adalah anggaran belanja pegawai yang mencapai lebih dari 50 % 
setiap tahunnya dari total anggaran belanja dan cenderung mengalami 
peningkatan tiap tahunnya. Sehingga walaupun pertumbuhan ekonomi 
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kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang berdampak 
pada peningkatan PDRB perkapita, produktivitas, dan peningkatan pendapatan 
sektor pajak (PAD) namun peningkatan ini tidak sertamerta mempengaruhi 
alokasi belanja modal. 
Pengalokasian anggaran belanja modal ikut pula dipengaruhi pula oleh 
aturan dan kebijakan pemerintah pusat yang membatasi anggaran belanja 
pemerintah daerah untuk belanja modal. Melalui amanat Peraturan Presiden 
Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014, Pemerintah daerah 
harus mengalokasikan belanja modal pada APBD Tahun Anggaran sekurang-
kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari belanja daerah, namun yang terjadi 
justru anggaran belanja modal masih dibawah angka 30% atau anggaran belanja  
modal belum mencapai standar belanja minimun pemerintah daerah yang 
diamanatkan dalam undang-undang sebagai standar minimun  belanja 
pemerintah daerah. 
Faktor lain yang menyebabkan belum maksimalnya alokasi belanja modal 
pemerintah daerah adalah adanya unsur kehati-hatian dalam pelaksanaan 
kegiatan dan pengaruh dari laju inflasi Sulsel yang relatif cukup tinggi yang 
mempengaruhi kuantitas dari belanja pemerintah sehingga terjadi penghematan 
pengeluaran sehubungan dengan perkembangan tingkat harga barang dan jasa 
yang relatif tinggi. 
 
 
 
 
 
4.4.2 Pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap Alokasi Belanja Modal 
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Dari hasil regresi menunjukkan bahwa kemandirian fiskal (X2) tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap alokasi belanja modal 
(Y) sehingga variabel ini tidak bisa digunakan untuk memprediksi variabel 
dependen (Y) dengan demikian hipotesis tidak terbukti. Hal ini dapat dilihat pada 
data PAD yang ada menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tiap tahunnya yang 
artinya kemandirian daerah mengalami peningkatan namun peningkatan tersebut 
tidak diikuti dengan peningkatan belanja modal pemerintah daerah. 
Kemandirian fiskal daerah yang merupakan kemampuan pemerintah 
daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain, 
mendorong pemerintah daerah menjadi mandiri secara finansial atau harus 
bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin 
menggali sumber-sumber PADnya, karena kemandirian fiskal merupakan 
indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk 
membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah yang dijalankan, tanpa 
tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Semakin tinggi 
kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu 
membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. 
Alasan kemandirian fiskal daerah tidak berpengaruh positif terhadap 
alokasi belanja modal dikarenakan peningkatan pendapatan asli daerah atau 
kemandirian keuangan daerah belum cukup besar mendorong peningkatan 
belanja pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi pendapatan asli daerah 
(PAD) terhadap total belanja daerah yang masih rendah. 
Dari tabel 4.16 dapat dilihat bahwa kontribusi PAD terhadap total belanja 
pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan masih sangat rendah, 
kontribusi PAD terhadap total belanja pemerintah daerah hanya sebesar 2% 
sampai 13% dari total belanja daerah. Hal ini sangat jauh lebih rendah dibanding 
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kontribusi pendapatan pemerintah dari sisi dana transfer yang berkontribusi 
diatas 70% dari total belanja pemerintah daerah.  
Hal ini sejalan dengan penelitian dari Sanusi Fattah dan Irman yang 
meneliti ketergantungan fiskal daerah di Prov.Sulawesi Selatan pada era otonomi 
daerah yang dimana menemukan bahwa pada era otonomi daerah kontribusi 
PAD terhadap kesiapan pemerintah daerah dibidang keuangan dalam 
membiayai belanja daerahnya masih sangat kurang. 
Tabel 4.16 Kontribusi PAD terhadap Total Belanja Pemerintah 
Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan 
 
NO KABUPATEN 
TAHUN Rata-
Rata 2007 2008 2009 2010 2011 
1 Kep. Selayar 9.97 3.63 2.99 2.82 3.99 4.68 
2 Bulukumba 4.76 3.75 3.97 2.85 7.5 4.57 
3 Bantaeng 3.15 3.89 4.07 2.95 3.27 3.47 
4 Jeneponto 3.36 1.98 2.76 2.81 3.58 2.90 
5 Takalar 3.33 3 3.28 2.87 6.59 3.81 
6 Gowa 5.19 7.3 7.26 7.2 6.86 6.76 
7 Sinjai 3.42 3.39 2.76 3.36 2.67 3.12 
8 Maros 5.92 5.87 5.77 5.96 8.58 6.42 
9 Pangkep 9.87 7.75 9.81 8.45 11.81 9.54 
10 Barru 4.37 2.72 2.51 3.29 3.1 3.20 
11 Bone 7.79 6.54 4.85 4.5 5.8 5.90 
12 Soppeng 3.97 3.76 3.2 5.86 3.39 4.04 
13 Wajo 3.22 5.09 4.77 4.08 6.07 4.65 
14 Sidrap 5.07 3.78 6.53 5.25 6.7 5.47 
15 Pinrang 5.4 4.53 4.99 3.64 5.86 4.88 
16 Enrekang 3.59 5.02 5.53 3.51 3.97 4.32 
17 Luwu 4.69 2.2 4.17 3.21 3.49 3.55 
18 Tator 4.93 3.85 3.92 4.95 5.43 4.62 
19 Luwu Utara 3.51 3.8 4.38 5.25 6.19 4.63 
20 Luwu Timur 11.19 8.29 8.93 11.46 10.83 10.14 
21 Toraja Utara * * 3.28 2.23 1.99 2.50 
22 Makassar 4.63 14.25 13.16 15.25 20.07 13.47 
23 Pare-Pare 2.84 9.47 9.54 9.48 8.81 8.03 
24 Palopo 6.47 6.93 5.56 7.36 7.73 6.81 
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Rendahnya kontribusi PAD terhadap total belanja pemerintah 
menjelaskan jika pemerintah kabupaten/kota di Prov. Sulawesi Selatan belum 
mandiri secara finansial dalam membiayai belanjanya. Hal ini terbukti dari data 
yang ada menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 
2007 hingga 2011, kabupaten/kota mengalami peningkatan pendapatan asli 
daerah (PAD) namun peningkatan ini belum berpengaruh signifikan terhadap 
peningkatan belanja pemerintah sehingga mau tidak mau pemerintah daerah 
harus bergantung pada pendapatan dari sisi dana transfer/perimbangan 
pemerintah pusat yang dimana dana perimbangan ini memberi kontribusi yang 
sangat besar terhadap total belanja pemerintah daerah yang mana sesuai tujuan 
awal dana transfer/perimbangan pemerintah pusat, yakni untuk mengurangi 
kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar 
pemerintah daerah itu sendiri dalam meningkatkan pembangunan di daerah. 
 
4.4.3 Pengaruh Ketergantungan Fiskal terhadap Alokasi Belanja 
Modal 
Dari hasil regresi menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal (X3) 
mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap alokasi 
belanja modal (Y) dengan demikian variabel ini dapat digunakan untuk 
memprediksi variabel dependen (Y) yang artinya hipotesis terbukti. Koefisien 
pengaruh ketergantungan fiskal terhadap alokasi belanja modal sebesar  
0.499162 atau 0,499%. Artinya apabila ketergantungan fiskal naik sebesar 1% 
maka alokasi belanja modal akan mengalami peningkatan sebesar 0,499%. 
Sebaliknya apabila ketergantungan fiskal turun sebesar 1% maka alokasi belanja 
modal akan turun sebesar  0.499%. 
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Ketergantungan fiskal daerah menggambarkan kemampuan keuangan 
pemerintah daerah dari sisi dana transfer/perimbangan pemerintah pusat,dalam 
hal ini dana alokasi umum (DAU),dana alokasi khusus (DAK),dan dana bagi hasil 
(DBH). Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial memperoleh 
pendapatan tambahan dari sisi transfer pemerintah pusat yang bertujuan untuk 
mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah. 
Ketergantungan fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
peningkatan alokasi belanja modal hal ini dikarenakan dana perimbangan 
memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap total belanja pemerintah,hal ini 
dapat dilihat dari tabel dibawah yang dimana kontribusi dana perimbangan jauh 
lebih besar terhadap total belanja pemerintah yang rata-rata diatas 70% sampai 
90 % (Tabel 4.17), yang mana besaran kontribusi dana perimbangan ini lebih 
besar dibanding kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) yang hanya sebesar 
2% sampai 13% dari total belanja pemerintah. Hal ini menegaskan jika selama ini 
pembiayaan pengeluaran pemerintah lebih dipengaruhi oleh dana perimbangan 
pemerintah pusat, sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana 
perimbangan pemerintah pusat sangat besar. 
Selain karena kontribusinya yang sangat besar terhadap alokasi belanja 
modal, berpengaruhnya ketergantungan fiskal terhadap alokasi belanja modal 
tidak lepas dari tujuan dana perimbangan itu sendiri yakni sebagai dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada setiap daerah 
otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana 
pembangunan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan daerah yang 
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya 
untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat 
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yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan 
pembangunan daerah. 
 
Tabel 4.17. Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Total Belanja 
Pemerintah Kab/Kota Di Sulawesi Selatan 
 
NO KABUPATEN 
TAHUN Rata-
Rata 2007 2008 2009 2010 2011 
1 Kep. Selayar 81.42 79.35 61.7 84.14 86.98 78.72 
2 Bulukumba 90.04 83.47 124.05 78.38 75.59 90.31 
3 Bantaeng 107.42 84.13 75.31 83.37 76.55 85.36 
4 Jeneponto 85.84 83.17 88.11 82.78 83.72 84.72 
5 Takalar 97.41 85.02 54.14 86.7 75.21 79.70 
6 Gowa 88.77 82.29 119.86 74.41 77.07 88.48 
7 Sinjai 73.56 75.38 77.16 79.53 79.41 77.01 
8 Maros 87.06 86.93 68.35 97.63 83.36 84.67 
9 Pangkep 101.75 71.66 84.16 74.46 73.63 81.13 
10 Barru 108.65 61.25 40.61 83.03 68.83 72.47 
11 Bone 86.56 82.67 130.16 85.61 83.21 93.64 
12 Soppeng 107.06 84.45 65.84 104.69 76.73 87.75 
13 Wajo 76.77 78.93 80.8 74.65 69.96 76.22 
14 Sidrap 77.76 76.3 78.74 81.29 64.64 75.75 
15 Pinrang 98.31 86.34 93.25 77.24 78.89 86.81 
16 Enrekang 78.33 76.92 73.34 68.77 76.64 74.80 
17 Luwu 102.2 91.75 95.18 80.08 86.72 91.19 
18 Tator 98.11 86.45 75.03 89.46 85.41 86.89 
19 Luwu Utara 96.12 87.99 56.18 80.15 83.07 80.70 
20 Luwu Timur 122.39 69.2 195.13 64.39 67.43 103.71 
21 Toraja Utara 95.1 94.91 12.57 85.13 80.63 73.67 
22 Makassar 86.46 71.13 212.77 62.5 57.62 98.10 
23 Pare-Pare 85.41 87.51 80.19 66.99 68.56 77.73 
24 Palopo 99.22 80.4 79 84.37 76.06 83.81 
         Sumber: Diolah 
Hal ini sejalan dengan teori pengeluaran pemerintah yaitu dengan 
meningkatnya pendapatan pemerintah maka secara relatif pengeluaran 
pemerintah juga mengalami peningkatan. Menurut Wagner bahwa  suatu 
perekonomian apabila mengalami peningkatan pendapatan maka secara relatif 
pengeluaran pemerintah akan mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan 
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penelitian lain dari Anggiat Situngkir (2009) yang meneliti pengaruh Pertumbuhan 
ekonomi, PAD, DAU, dan DAK terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian 
tersebut variabel dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) 
berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran Belanja Modal dan penelitian 
yang dilakukan oleh Sanusi Fattah dan Irman yang meneliti ketergantungan fiskal 
daerah di Prov.Sulawesi Selatan pada era otonomi daerah yang dimana 
menemukan bahwa pada era otonomi daerah, ketergantungan fiskal pemerintah 
daerah pada pemerintah pusat masih sangat besar berkisar antara 64,61% 
sampai 92,68%. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, 
maka dapat disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut : 
1. Variabel pertumbuhan ekonomi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Alokasi Belanja Modal pada kab/kota di Prov.Sulawesi Selatan, sehingga 
variabel ini tidak bisa digunakan untuk memprediksi variabel dependen (Y) 
hal ini dikarenakan sebagian besar belanja pemerintah lebih banyak untuk 
membiayai belanja pegawai dibanding belanja modal dan belanja modal 
pemerintah masih tergolong belanja minimum karena belum memenuhi 
standar belanja modal yang di amanatkan melalui undang-undang sebesar 
30% dari APBD. 
2. Variabel kemandirian fiskal (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Alokasi Belanja Modal pada kab/kota di Prov.Sulawesi Selatan sehingga 
variabel ini tidak bisa digunakan untuk memprediksi variabel dependen (Y) 
hal ini dikarenakan kontribusi PAD terhadap total belanja pemerintah masih 
sangat rendah yakni sebesar 2% sampai 13% sehingga belum berpengaruh 
signifikan terhadap belanja pemerintah. 
3. Variabel ketergantungan fiskal (X3) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap alokasi belanja modal pada kab/kota di Prov.Sulawesi Selatan 
sehingga variabel ini dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen 
(Y) hal ini dikarenakan karena dengan adanya dana perimbangan tersebut 
kebutuhan fiskal daerah dapat terpenuhi akibat dari terbatasnya sumber 
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pendanaan daerah untuk membiayai pengeluaran atau belanja pemerintah 
yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada kontribusi dana perimbangan 
sangat besar terhadap total belanja daerah yakni diatas 70% dari total APBD. 
 
5.2. Saran 
Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
1. Pemerintah daerah sebaiknya mengoptimalkan pengeluaran untuk 
meningkatkan kualitas fasilitas publik dan fasilitas modal yang dapat 
meningkatkan investasi daerah. Dan perlunya pemerintah untuk 
memperbesar posri belanja modal dibandingkan dengan belanja pegawai 
atau barang dan jasa karena dengan semakin baiknya alokasi belanja modal 
maka dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam 
mendorong kesejahtraan masyarakat lokal. 
2. Pemerintah kab/kota Sulawesi Selatan perlu memperhatikan masalah yang 
berhubungan dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan 
mengoptimalkan segala sumber daya yang ada di daerah masing-masing 
guna meningkatkan kemandiriannya. Sedangkan dari sisi dana perimbangan 
perlu manajemen dan perencanaan yang baik guna memaksimalkan dana 
dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran pemerintah sektor 
publik. 
3. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik sejenis disarankan untuk melakukan 
kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel independen lainnya. Serta 
memperpanjang periode penelitian, dengan alat analisis yang lebih akurat. 
untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih bisa mendekati fenomena 
sesungguhnya.  
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LAMPIRAN 
 
 
 
Lampiran 1 
Data Alokasi Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Kemandirian 
dan Ketergantungan Fiskal Kab/Kota di Sulawesi Selatan 2007-2011 
NO KAB/KOTA TAHUN 
RASIO BLNJ 
MODAL 
PERTM. 
EKONOMI KEMANDIRIAN  KETERGANTUNGAN  
1 2 3 4 5 6 
1 Kep. Selayar 
2007 31,16 6,45 10,61 86,62 
2008 35,45 7,27 3,74 81,77 
2009 33,64 7,89 3,24 80,48 
2010 18,04 8,01 2,76 82,26 
2011 17,37 8,52 3,97 86,70 
2 Bulukumba 
2007 26,25 5,36 5,02 94,98 
2008 28,55 8,06 3,91 87,13 
2009 22,43 6,47 4,07 89,49 
2010 16,74 6,27 2,80 77,11 
2011 20,51 6,38 7,63 76,91 
3 Bantaeng 
2007 44,46 5,37 2,76 93,93 
2008 30,87 6,73 4,18 90,29 
2009 30,21, 7,61 4,15 80,12 
2010 21,71 7,9 2,84 80,39 
2011 27,41 8,43 3,44 80,43 
4 Jeneponto 
2007 35,05 4,06 3,59 91,59 
2008 29,31 5,78 2,04 85,99 
2009 23,87 5,38 2,37 81,58 
2010 22,71 7,25 2,58 75,96 
2011 19,93 7,32 3,70 86,43 
5 Takalar 
2007 28,64 6,04 3,15 92,20 
2008 25,70 6,19 3,22 91,15 
2009 22,10 6,58 3,37 89,39 
2010 21,62 6,85 2,54 76,69 
2011 16,88 7,34 7,03 80,21 
6 Gowa 
2007 24,08 6,19 5,19 88,79 
2008 28,61 6,92 7,36 83,00 
2009 31,61 7,99 7,67 82,88 
2010 25,12 6,05 7,54 77,99 
2011 14,31 6,2 7,00 78,60 
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1 2 3 4 5 6 
7 Sinjai 
2007 42,51 5,43 3,97 85,26 
2008 40,33 7,45 3,77 83,79 
2009 34,78 7,02 2,83 84,17 
2010 24,20 6,03 3,22 76,39 
2011 17,13 5,9 2,40 71,17 
8 Maros 
2007 35,23 4,58 5,74 84,52 
2008 30,63 5,61 5,88 87,13 
2009 25,54 6,27 5,72 83,85 
2010 10,70 7,03 5,29 86,65 
2011 16,78 7,57 8,41 81,73 
9 Pangkep 
2007 36,81 6,12 8,39 86,57 
2008 42,92 7,16 8,21 75,89 
2009 32,66 5,91 10,34 75,59 
2010 22,10 6,34 8,58 75,64 
2011 19,89 9,17 11,42 71,23 
10 Barru 
2007 38,18 4,94 3,75 93,34 
2008 53,04 6,98 3,31 74,45 
2009 44,05 5,72 3,02 78,69 
2010 25,46 6,54 2,87 72,49 
2011 30,25 7,41 3,41 75,65 
11 Bone 
2007 33,31 6,01 7,88 87,59 
2008 24,75 7,76 6,53 82,47 
2009 25,24 7,51 5,16 86,53 
2010 11,49 7,63 4,10 77,94 
2011 19,32 6,2 6,09 87,37 
12 Soppeng 
2007 30,22 5,37 3,53 95,13 
2008 29,28 7,76 3,90 87,48 
2009 26,35 6,81 3,44 85,55 
2010 19,28 4,45 5,12 91,42 
2011 18,97 7,95 3,54 80,12 
13 Wajo 
2007 40,13 5,87 4,02 95,98 
2008 30,99 7,4 5,72 88,78 
2009 31,26 5,1 5,32 88,27 
2010 23,33 5,71 4,06 74,29 
2011 30,25 10,93 6,52 75,09 
14 Sidrap 
2007 36,05 5,46 5,43 83,17 
2008 36,38 8,23 4,09 82,72 
2009 31,10 6,66 6,95 75,14 
2010 22,72 4,45 4,62 71,57 
2011 28,57 11,82 7,18 69,21 
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  1 2 3 4 5 6 
15 Pinrang 
2007 33,09 5,14 5,21 94,79 
2008 27,31 6,73 4,83 92,13 
2009 28,10 7,65 5,50 86,80 
2010 23,06 6,23 3,53 74,95 
2011 22,05 7,12 5,92 79,66 
16 Enrekang 
2007 50,28 5,11 3,80 82,92 
2008 30,97 6,49 4,91 75,32 
2009 31,54 6,62 5,88 79,87 
2010 20,79 5 3,78 73,95 
2011 20,19 6,9 4,01 77,37 
17 Luwu 
2007 39,15 5,53 4,39 95,61 
2008 20,98 5,73 2,02 91,75 
2009 23,42 6,82 4,10 89,67 
2010 19,74 6,95 3,25 81,12 
2011 13,48 7,47 3,52 87,43 
18 Tator 
2007 25,04 5,35 4,76 94,71 
2008 22,90 7,18 4,03 90,50 
2009 20,69 6,1 4,27 88,25 
2010 16,64 6,31 4,41 79,63 
2011 22,89 7,88 5,48 86,31 
19 Luwu Utara 
2007 31,20 6,83 3,38 92,57 
2008 27,83 9,65 3,87 89,63 
2009 19,76 6,68 4,56 88,53 
2010 14,64 5,93 5,52 80,01 
2011 19,60 7,29 6,31 84,76 
20 Luwu Timur 
2007 53,53 5,75 8,37 91,63 
2008 57,76 -2,44 9,06 83,75 
2009 57,72 -4,04 13,58 73,44 
2010 32,53 15,39 11,47 64,42 
2011 31,06 -5,33 11,23 69,92 
21 Toraja Utara 
2007 * * * * 
2008 * * * * 
2009 9,38 5,74 3,30 87,38 
2010 23,96 7 2,07 79,16 
2011 24,08 7,9 2,01 81,59 
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  1 2 3 4 5 6 
22 Makassar 
2007 15,27 8,11 5,01 93,46 
2008 14,47 10,52 3,39 89,97 
2009 15,89 9,2 13,51 69,01 
2010 12,82 9,83 14,50 59,41 
2011 11,87 9,65 21,00 81,59 
23 Pare-Pare 
2007 18,48 6,98 3,07 92,23 
2008 28,51 7,56 14,17 70,73 
2009 26,49 8,09 10,16 84,18 
2010 28,12 8,26 10,60 74,93 
2011 28,77 7,79 9,56 74,41 
24 Palopo 
2007 18,22 6,53 5,98 91,78 
2008 25,72 7,44 6,91 80,19 
2009 34,41 7,86 5,44 78,52 
2010 19,43 7,29 6,82 78,24 
2011 20,98 8,16 7,47 77,04 
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Lampiran 2 
Hasil Regresi Pengaruh pertumbuhan Ekonomi (X1), Kemandirian Fiskal 
(X2), dan Ketergantungan fiskal (X3) terhadap alokasi Belanja Modal (Y) 
pemerintah Kab/Kota di Sulawesi Selatan 
 
Dependent Variable: Y?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 05/28/13   Time: 00:09   
Sample: 2007 2011   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 24   
Total pool (unbalanced) observations: 117  
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C -15.40793 11.31321 -1.361942 0.1766 
X1? -0.302493 0.353955 -0.854608 0.3950 
X2? 0.544059 0.369207 1.473589 0.1441 
X3? 0.499162 0.116267 4.293231 0.0000 
Fixed Effects (Cross)     
_SELAYAR--C 0.488066    
_BULUKUMBA--C -4.767579    
_BANTAENG--C 3.814563    
_JENEPONTO--C -0.254004    
_TAKALAR--C -4.600771    
_GOWA--C -2.667819    
_SINJAI--C 7.351102    
_MAROS--C -4.631466    
_PANGKEP--C 4.848112    
_BARRU--C 14.33905    
_BONE--C -5.003500    
_SOPPENG--C -3.836953    
_WAJO--C 3.757841    
_SIDRAP--C 7.394265    
_PINRANG--C -1.361907    
_ENREKANG--C 6.671202    
_LUWU--C -5.635461    
_TATOR--C -7.338100    
_LUWUUTARA--C -5.834459    
_LUWUTIMUR--C 18.39631    
_TORAJAUTARA--C -5.994998    
_MAKASSAR--C -13.19083    
_PAREPARE--C -0.934630    
_PALOPO--C -2.643122    
     
     
 Effects Specification   
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Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     
R-squared 0.558836     Mean dependent var 26.93265 
Adjusted R-squared 0.431389     S.D. dependent var 9.566405 
S.E. of regression 7.213673     Akaike info criterion 6.989008 
Sum squared resid 4683.337     Schwarz criterion 7.626433 
Log likelihood -381.8570     F-statistic 4.384839 
Durbin-Watson stat 1.587138     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     
 
 
 
  
94 
 
 
 
Lampiran 3 
Estimasi Persamaan Regresi Masing-Masing Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan 
Y_SELAYAR = 0.4880657442 - 15.40793413 - 0.3024932484*X1_SELAYAR + 
0.5440591661*X2_SELAYAR + 0.4991621366*X3_SELAYAR 
 
Y_BULUKUMBA = -4.767578771 - 15.40793413 - 0.3024932484*X1_BULUKUMBA + 
0.5440591661*X2_BULUKUMBA + 0.4991621366*X3_BULUKUMBA 
 
Y_BANTAENG = 3.814563452 - 15.40793413 - 0.3024932484*X1_BANTAENG + 
0.5440591661*X2_BANTAENG + 0.4991621366*X3_BANTAENG 
 
Y_JENEPONTO = -0.2540038047 - 15.40793413 - 0.3024932484*X1_JENEPONTO + 
0.5440591661*X2_JENEPONTO + 0.4991621366*X3_JENEPONTO 
 
Y_TAKALAR = -4.600770997 - 15.40793413 - 0.3024932484*X1_TAKALAR + 
0.5440591661*X2_TAKALAR + 0.4991621366*X3_TAKALAR 
 
Y_GOWA = -2.667819279 - 15.40793413 - 0.3024932484*X1_GOWA + 
0.5440591661*X2_GOWA + 0.4991621366*X3_GOWA 
 
Y_SINJAI = 7.351102354 - 15.40793413 - 0.3024932484*X1_SINJAI + 
0.5440591661*X2_SINJAI + 0.4991621366*X3_SINJAI 
 
Y_MAROS = -4.6314664 - 15.40793413 - 0.3024932484*X1_MAROS + 
0.5440591661*X2_MAROS + 0.4991621366*X3_MAROS 
 
Y_PANGKEP = 4.848111905 - 15.40793413 - 0.3024932484*X1_PANGKEP + 
0.5440591661*X2_PANGKEP + 0.4991621366*X3_PANGKEP 
 
Y_BARRU = 14.33905242 - 15.40793413 - 0.3024932484*X1_BARRU + 
0.5440591661*X2_BARRU + 0.4991621366*X3_BARRU 
 
Y_BONE = -5.003499516 - 15.40793413 - 0.3024932484*X1_BONE + 
0.5440591661*X2_BONE + 0.4991621366*X3_BONE 
 
Y_SOPPENG = -3.836952928 - 15.40793413 - 0.3024932484*X1_SOPPENG + 
0.5440591661*X2_SOPPENG + 0.4991621366*X3_SOPPENG 
 
Y_WAJO = 3.757840834 - 15.40793413 - 0.3024932484*X1_WAJO + 
0.5440591661*X2_WAJO + 0.4991621366*X3_WAJO 
 
Y_SIDRAP = 7.394265087 - 15.40793413 - 0.3024932484*X1_SIDRAP + 
0.5440591661*X2_SIDRAP + 0.4991621366*X3_SIDRAP 
 
Y_PINRANG = -1.361906555 - 15.40793413 - 0.3024932484*X1_PINRANG + 
0.5440591661*X2_PINRANG + 0.4991621366*X3_PINRANG 
 
Y_ENREKANG = 6.671202466 - 15.40793413 - 0.3024932484*X1_ENREKANG + 
0.5440591661*X2_ENREKANG + 0.4991621366*X3_ENREKANG 
 
Y_LUWU = -5.635461192 - 15.40793413 - 0.3024932484*X1_LUWU + 
0.5440591661*X2_LUWU + 0.4991621366*X3_LUWU 
 
Y_TATOR = -7.338100318 - 15.40793413 - 0.3024932484*X1_TATOR + 
0.5440591661*X2_TATOR + 0.4991621366*X3_TATOR 
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Y_LUWUUTARA = -5.834458823 - 15.40793413 - 0.3024932484*X1_LUWUUTARA + 
0.5440591661*X2_LUWUUTARA + 0.4991621366*X3_LUWUUTARA 
 
Y_LUWUTIMUR = 18.39631012 - 15.40793413 - 0.3024932484*X1_LUWUTIMUR + 
0.5440591661*X2_LUWUTIMUR + 0.4991621366*X3_LUWUTIMUR 
 
Y_TORAJAUTARA = -5.994998181 - 15.40793413 - 0.3024932484*X1_TORAJAUTARA 
+ 0.5440591661*X2_TORAJAUTARA + 0.4991621366*X3_TORAJAUTARA 
 
Y_MAKASSAR = -13.1908323 - 15.40793413 - 0.3024932484*X1_MAKASSAR + 
0.5440591661*X2_MAKASSAR + 0.4991621366*X3_MAKASSAR 
 
Y_PAREPARE = -0.934629666 - 15.40793413 - 0.3024932484*X1_PAREPARE + 
0.5440591661*X2_PAREPARE + 0.4991621366*X3_PAREPARE 
 
Y_PALOPO = -2.643122237 - 15.40793413 - 0.3024932484*X1_PALOPO + 
0.5440591661*X2_PALOPO + 0.4991621366*X3_PALOPO 
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Makassar, 23 Juli 2013 
 
 
     Muh.Zulkifli 
 
 
